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PERATURAN GUBERNUR SUMATERA
BARAT NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN

2025-2029 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa perencanaan pembangunan daerah
merupakan bagian penting dalam
mewujudkan tujuan pemberian otonomi
kepada daerah sehingga harus
merupakan satu kesatuan yang sinergi,
terintegrasi, terukur dan terarah dalam
penyusunan dan pelaksanaannya;

b. bahwa rencana strategis Perangkat
daerah merupakan pedoman untuk
mengoperasionalkan rencana
pembangunan dalam kurun waktu 5
tahun, dan merupakan acuan dalam
penyusunan rencana kerja tahunan,
serta sebagai instrumen untuk
mengendalikan, mengevaluasi, dan
mengukur kinerja Perangkat daerah
secara terukur, demi mencapai visi dan
misi Provinsi Sumatera Barat;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273
ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-



Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
yang menyatakan bahwa rencana
strategis Perangkat Daerah ditetapkan
dengan Perkada setelah RPJMD
ditetapkan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Rencana Strategis Perangkat Daerah
Tahun 2025-2029;
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022
tentang Provinsi Sumatera Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 160, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6806);



4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024
tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2025-2045
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6987);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2025 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun
2025-2029;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana
Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera
Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Tahun 2025-2045
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Barat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Barat Nomor 220);



9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera
Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud
dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi
Sumatera Barat

2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah
Gubernur sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera
Barat

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu
Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dalam penyelenggaraan urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah Provinsi.

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya
disingkat RPJPD adalah dokumen
perencanaan pembangunan Provinsi
Sumatera Barat untuk periode 20 (dua
puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025
sampai dengan tahun 2045, yang memuat



visi, misi, sasaran pokok dan arah
pembangunan jangka panjang Provinsi
Sumatera Barat.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya
disingkat dengan RPJMD adalah rencana
pembangunan Daerah yang merupakan
dokumen perencanaan pembangunan
Daerah yang merupakan dokumen
perencanaan pembangunan Daerah untuk
periode 5 (lima) tahun.

7. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun
2025-2029, yang selanjutnya disebut
Renstra PD adalah dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima)
tahun.

8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang
selanjutnya disingkat RKPD adalah
dokumen perencanaan Daerah untuk
periode 1 (satu) tahun.

9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat Renja Perangkat
Daerah adalah dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu)
tahun.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk
periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

(1) Renstra PD Tahun 2025-2029 merupakan
perencanaan pembangunan Daerah sebagai
landasan dan pedoman bagi Perangkat



Daerah dalam melaksanakan pembangunan
5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025
sampai tahun 2029.

(2) Renstra PD Tahun 2025-2029 menjadi
pedoman bagi kepala Perangkat Daerah
dalam penyusunan Renja PD dan RKPD
dalam periode tahun 2025 - 2029.

Pasal 3

(1) Renstra PD Tahun 2025-2029 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 memuat tujuan,
sasaran, program, dan kegiatan
pembangunan dalam rangka pelaksanaan
urusan pemerintahan wajib dan/atau
urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan
tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

(2) Renstra PD Tahun 2025-2029 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
a. Renstra Sekretariat Daerah;

b. Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah;

c. Renstra Inspektorat Daerah;

d. Renstra Dinas Pendidikan;

e. Renstra Dinas Kesehatan;
f. Renstra Dinas Bina Marga, Cipta

Karya dan Tata Ruang;

g. Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Bina
Konstruksi;

h. Renstra Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman dan

Pertanahan;

i. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja;

j. Renstra Dinas Sosial;

k. Renstra Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi;



l. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana;

m. Dinas Pangan;

n. Dinas Lingkungan Hidup;

o. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa;

p. Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil;

q. Dinas Perhubungan;

r. Dinas Komunikasi, Informatika dan
Statistik;

s. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah;

t. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu;

u. Dinas Pemuda dan Olahraga;

v. Dinas Kebudayaan;

w. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;

x. Dinas Kelautan dan Perikanan;

y. Dinas Pariwisata;

z. Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan
dan Holtikultura;

aa. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;

bb.Dinas Kehutanan;

cc. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
dan

dd.Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

ae. Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah;

af. Badan Penelitian dan Pengembangan;

ag. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset



Daerah;

hh.Badan Pendapatan Daerah;

ii. Badan Kepegawaian Daerah;

aj. Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia;

ak. Badan Penghubung;

al. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan

am. Badan Penanggulangan Bencana
Daerah.

(3) Rencana strategis Sekretariat Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
a, tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

(4) Rencana strategis Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b, tercantum
dalam Lampiran II yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur
ini.

(5) Rencana strategis Inspektorat Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c,
tercantum dalam Lampiran III yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

(6) Rencana strategis Dinas Pendidikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d,
tercantum dalam Lampiran IV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

(7) Rencana strategis Dinas Kesehatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e,
tercantum dalam Lampiran V yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

(8) Rencana strategis Dinas Bina Marga, Cipta
Karya dan Tata Ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf f, tercantum



dalam Lampiran VI yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur
ini.

(9) Rencana strategis Dinas Sumber Daya Air
dan Bina Konstruksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf g, tercantum dalam
Lampiran VII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(10) Rencana strategis Dinas Dinas Perumahan
Rakyat, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf h, tercantum dalam Lampiran
VIII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(11) Rencana strategis Satuan Polisi Pamong
Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf i, tercantum dalam Lampiran IX yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

(12) Rencana strategis Dinas Sosial sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf j, tercantum
dalam Lampiran X yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur
ini.

(13) Rencana strategis Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf k, tercantum dalam Lampiran
XI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(14) Rencana strategis Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf l, tercantum dalam Lampiran XII
yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Gubernur ini.

(15) Rencana strategis Dinas Pangan
Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
m, tercantum dalam Lampiran XIII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.



(16) Rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n,
tercantum dalam Lampiran XIV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

(17) Rencana strategis Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf o, tercantum dalam
Lampiran XV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(18) Rencana strategis Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf p, tercantum dalam
Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(19) Rencana strategis Dinas Perhubungan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf q,
tercantum dalam Lampiran XVII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

(20) Rencana strategis Dinas Komunikasi,
Informatika dan Statistik sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf r, tercantum
dalam Lampiran XVIII yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

(21) Rencana strategis Dinas Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf s, tercantum dalam
Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(22) Rencana strategis Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf t,
tercantum dalam Lampiran XX yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

(23) Rencana strategis Dinas Pemuda dan
Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf u, tercantum dalam Lampiran XXI
yang merupakan bagian tidak terpisahkan



dari Peraturan Gubernur ini.
(24) Rencana strategis Dinas Kebudayaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
v, tercantum dalam Lampiran XXII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

(25) Rencana strategis Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf w, tercantum dalam Lampiran
XXIII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(26) Rencana strategis Dinas Kelautan dan
Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf x, tercantum dalam Lampiran XXIV
yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Gubernur ini.

(27) rencana strategis Dinas Pariwisata
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
y, tercantum dalam Lampiran XXV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

(28) rencana strategis Dinas Perkebunan,
Tanaman Pangan dan Hortikultura
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf z,
tercantum dalam Lampiran XXVI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

(29) rencana strategis Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf aa, tercantum dalam
Lampiran XXVII yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur
ini.

(30) rencana strategis Dinas Kehutanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
bb, tercantum dalam Lampiran XXVIII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

(31) rencana strategis Dinas Energi dan Sumber
Daya Mineral sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf cc, tercantum dalam Lampiran



XXIX yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(32) rencana strategis Dinas Perindustrian dan
Perdagangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf dd, tercantum dalam
Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(33) rencana strategis Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf ee, tercantum
dalam Lampiran XXXI yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

(34) rencana strategis Badan Penelitian dan
Pengembangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf ff, tercantum dalam
Lampiran XXXII yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur
ini.

(35) rencana strategis Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf gg, tercantum
dalam Lampiran XXXIII yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

(36) rencana strategis Badan Pendapatan Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
hh, tercantum dalam Lampiran XXXIV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

(37) rencana strategis Badan Kepegawaian
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf ii, tercantum dalam Lampiran
XXXV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(38) rencana strategis Badan Pengembangan
Sumber daya Manusia sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf jj, tercantum
dalam Lampiran XXXVI yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.



(39) rencana strategis Badan Penghubung
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
kk, tercantum dalam Lampiran XXXVII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

(40) rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf ll, tercantum dalam Lampiran
XXXVIII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(41) rencana strategis Badan Penanggulangan
Bencana Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf mm, tercantum dalam
Lampiran XXXIX yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur
ini

Pasal 4

(1) Kepala Perangkat Daerah melakukan
pengendalian dan evaluasi terhadap
pelaksanaan Renstra PD tahun 2025- 2029.

(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mencakup
indikator kinerja Perangkat Derah, rencana
program kegiatan kelompok sasaran dan
pendanaan indikatif serta tujuan dan
sasaran Renstra PD tahun 2025-2029.

(3) Pengendalian dilakukan melalui
pemantauan dan suverfisi terhadap
pelaksanaan Renstra PD tahun 2025-2029.

Pasal 5

(1) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan
dan suverfisi sebagaimana dimaksud dalam
pasal 4 ayat (3) ditemukan adanya ketidak
kesesuaian/penyimpangan kepala
Perangkat Daerah melakukan tindakan
perbaikan.

(2) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil



pengendalian dan evaluasi kepada Gubernur
melalui kepala badan perencanaan
pembangunan daerah.

(3) Hasil pengendalian dan evaluasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada
tanggal diundangkan. Agar setiap orang
mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 11
Desember 2025
GUBERNUR
SUMATERA BARAT,

MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 11
Desember 2025
SEKRETARIS
DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT,

ARRY YUSWANDI
BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN
2025 NOMOR 23



RENSTRA2025 -
2029

KATAPENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat

Allah SWT karena atas petunjuknya telah dapat

diselesaikan penyusunan Rencana Strategis

(Renstra) Dinas Koperasi,UKM Provinsi

Sumatera Barat Tahun 2025-2029. Dokumen

Renstra Dinas Koperasi, UKM Provinsi

Sumatera Barat merupakan penjabaran dari

Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat

Tahun2025 –2029.

Dalam penyusunan Renstra Dinas Koperasi,

UKMProvinsi Sumatera Barat mengacu kepada

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02

Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan

Rencanan Pembangunan Jangka Menengah

Daerah dan Rencana Strategis Perangkat

Daerah Tahun 2025-2029. Rencana Strategis

(RENSTRA) Dinas Koperasi, UKM Provinsi

Sumatera Barat Tahun 2025-2029 memuat

informasi mengenai maksud dan tujuan,

gambaran pelayanan Dinas, strategi dan arahan

kebijakan jangka menengah, rencana program

dan kegiatan serta kinerja penyelenggaraan

bidang urusan yang bersifat indikatif dalam

rangkapelaksanaanUrusanPemerintahan.

Kami menyampaikan apresiasi sebesar-

besarnya kepada seluruh pihak yang telah

memberikan masukan, dukungan, dan kerja

sama dalam penyusunan Renstra ini. Semoga

dokumen ini menjadi landasan yang kokoh

dalam pemberdayaan Koperasi dan UKM di



RENSTRA2025 -
2029

Provinsi Sumatera Barat. Akhir kata, kami

berharap Renstra Dinas Koperasi, UKM

Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 ini

dapat menjadi pedoman bersama dalam

mewujudkan pengelolaan koperasi dan UKM

yangTangguhmandiri danberdaya saing.

KepalaDinas,

Dr.Endrizal, SE,M.Si
PembinaUtamaMadya
NIP. 196707031995031

001
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34
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BABI
PENDAHULUAN

1.1. LatarBelakang

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam

Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang

Pedoman Penyusunan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun

2025 – 2029, dimana Perangkat Daerah

diwajibkan menyusun Rencana Strategis

Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025 –

2029 secara simultan dan terkoordinasi

denganproses penyusunanRPJMDProvinsi.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat

Daerah merupakan dokumen perencanaan

Perangkat Daerah untuk 5 (lima) tahun.

Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal

11 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Dalam

Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun

2017 memuat tujuan, sasaran, program, dan

kegiatan pembangunan dalam rangka

pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib

dan atau Urusan Pemerintahan Pilihan

sesuai dengan tugas dan fungsi setiap

Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman

kepadaRPJMDdanbersifat indikatif.

Fungsi Renstra Perangkat Daerah adalah

untuk memudahkan melakukan kontrol

terhadap semua aktifitas Perangkat Daerah

baik yang sedang berjalan maupun yang akan
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datang, sekaligus sebagai alat untuk

mengukur hasil yang dicapai dan untuk

mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.

Penyusunan Renstra perangkat Daerah

disusun melalui beberapa tahapan mulai dari

persiapan penyusunan, penyusunan

rancangan awal, penyusunan rancangan,

pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas

Perangkat Daerah, perumusan rancangan

akhirhinggapenetapan.

Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM

Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 – 2029

merupakan dokumen perencanaan jangka

menengah (5 tahun) yang disusun bersamaan

dengan penyusunan Rencana Pembangunan

JangkaMenengahDaerah (RPJMD)Provinsi

Sumatera Barat Tahun 2025 – 2029.

Selanjutnya dokumen Renstra ini akan

menjadi pedoman dalam penyusunan dan

pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas

Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat

setiap tahun dalam rentang waktu tahun

2025 –2029.

Koperasi dan UKM memegang peran

penting dalam perekonomian nasional dan

daerah karena keduanya merupakan pilar

utama dalam menciptakan lapangan kerja,

mengurangi kemiskinan, serta mendorong

pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Koperasi

membantu anggota dan masyarakat dalam

mengakses sumber daya secara bersama,



RENSTRA2025 - 2029 3

sementara UKM berperan sebagai motor

penggerak ekonomi lokal dengan menciptakan

produk dan layanan yang relevan dengan

kebutuhan masyarakat setempat. Secara

keseluruhan, sektor ini mendukung

pemerataan pembangunan, meningkatkan

kesejahteraan masyarakat, dan berkontribusi

pada ketahanan ekonomi, terutama di tengah

dinamikapasar global yang terus berubah.

Koperasi berperan sebagai Lembaga yang

mengorganisir anggota untuk bersama sama

mengelola dan memanfaatkan sumber daya

yang ada. Sesuai dengan Visi Gubernur dan

Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat

Tahun 2025 -2029 “ Sumatera Madani Yang

Maju dan Berkeadilan” dimana masyarakat

Sumatera Barat yang religious dan

berperadaban maju dengan berbasiskan nilai

dan norma “ Adat Basandi Syarak, Syarak

Basandi Kitabullah menjadi satu peluang

dalam pengembangan koperasi terutama

koperasi syariah.

Koperasi dan UKM memberikan dampak

positif dalam pemberdayaan ekonomi lokal.

Mereka berperan dalam distribusi pendapatan

yang lebihmerata,meningkatkankemandirian

ekonomi, dan membantu mengurangi

ketergantungan pada sektor formal. Melalui

pengembangan produk lokal, inovasi, dan

akses pasar yang lebih luas, koperasi danUKM

memperkuat ketahanan ekonomi daerah,
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menciptakan peluang usaha baru, serta

mendorong pembangunan yang lebih inklusif

dan berkelanjutan. Di era globalisasi dan

digital, Koperasi dan UKM menghadapi

berbagai tantangandanpeluang.

Dengan adanya keterbatasan akses

terhadap teknologi, kurangnya literasi digital,

serta rendahnya daya saing di pasar global

menyebabkan banyakKoperasi danUKMyang

kesulitan beradaptasi dengan perkembangan

teknologi, terutama dalam hal pemasaran

digital, manajemen keuangan, dan pengelolaan

operasional secara efisien. Namun jikamampu

memanfaatkan dengan baik, digitalisasi

membuka akses pasar yang lebih luas,

memungkinkan koperasi dan UKM untuk

menjual produk mereka ke konsumen global

melalui platforme-commerce.

Menyadari peran yang sangat besar bagi

koperasi sehingga pemerintah pusat melalui

Instruksi Persiden Nomor 9 Tahun 2025

tentang Pembentukan Koperasi

Desa/KelurahanMerahPutih tanggal 27Maret

2025 mewajibkan terbentuknya satu koperasi

pada satu desa/nagari/kelurahan atau sebutan

lainnya yang disebut Koperasi Desa Merah

Putih. Koperasi ini diharapkan dapat

menyelesaikan permasalahan danmengangkat

potensi desa/nagari/kelurahan sehingga

masyarakatnya menjadi lebih sejahtera. Agar

koperasi desa tersebut lebih terarah, maka
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kepala desa/wali nagari/lurah bertanggung

jawab secaraExofficio.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka Renstra

Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera

barat perlu dirumuskan dengan baik dalam

membantu mencapai tujuan yang terukur,

tepat sasaran, dan efesien. Renstra ini juga

dapat membantu organisasi berdaptasi dengan

perubahan lingkungan strategis. Renstra

Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera

Barat Tahun 2025 -2029 ini disusun oleh Tim

Penyusun Renstra yang ditetapkan dengan

Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat

No. 050-319-2025 tentangPembentukkan Tim

Penyusun Rencana Strategis Dinas Koperasi,

Usaha Kecil Menengah Provinsi Sumatera

BaratTahun2025 –2029.

Dalam keterkaitan Renstra Perangkat

Daerah dengan RPJMD, Renstra Perangkat

Daerahmerupakan penjabaran teknis RPJMD

dimana seluruh program dalam lima tahun

Renstra mempedomani program prioritas

dalam RPJMD. Keberhasilan pencapaian visi

dan misi kepala daerah ditentukan oleh

keberhasilan pencapaian kinerja program dan

kegiatan Renstra Perangkat Daerah.

Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah

dengan Renstra K/L adalah pencapaian

sasaran, program dan kegiatan pembangunan

dalam Renstra Perangkat Daerah

diselaraskan dengan pencapaian sasaran,
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program dan kegiatan pembangunan yang

ditetapkan dalam Renstra K/L untuk

tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Begitu juga halnya keterkaitan antara Renstra

Perangkat Daerah Provinsi dengan Kab/Kota

diselaraskan dengan Renstra K/L.

Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah

dengan Rencana Kerja (Renja) Perangkat

DaerahRenstraPerangkatDaerahmerupakan

acuan dalam penyusunan Rencana Kerja

(Renja)PerangkatDaerah.

Sinergitas penyusunan semua dokumen

tersebut mengacu kepada amanat Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 sebagaimana

tergambar pada baganberikut :

Gambar 1.1
AlurPerencanaanPembangunanDaerah

MenurutUUNo. 24/2004
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1.2. LandasanHukum
Penyusunan Renstra Dinas Koperasi,

UKM Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-

2029 dilandasi dengan dasar hukum sebagai

berikut :

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958

tentang Penetapan Undang-Undang

Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra

Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau

sebagaiUndang-Undang (LembaranNegara

Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor

112, TambahanLembaranNegaraRepublik

IndonesiaNomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia 4286), sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang

Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas

Sistem Keuangan Untuk Penanganan

Pandemi Corona Virus Disease 2019

(Covid-19) dan/atau Dalam Rangka

Menghadapi Ancaman Yang

Membahayakan Perekonomian Nasional



RENSTRA2025 - 2029 8

dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

Menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara

Republik IndonesiaNomor6516);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004,

tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

Republik IndonesiaNomor4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004

tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4438), sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang

Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas

Sistem Keuangan Untuk Penanganan

Pandemi Corona Virus Disease 2019

(Covid19) dan/atau Dalam Rangka

Menghadapi Ancaman Yang

Membahayakan Perekonomian Nasional

dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

Menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020
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Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara

Republik IndonesiaNomor6516);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007

tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional Tahun 2005-2025

(Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor4700);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007

tentang Penataan Ruang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4725),

sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,

Tambahan Lembaran Negara Republik

IndonesiaNomor6573);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik

IndonesiaNomor 5234), sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 15

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

183, TambahanLembaranNegaraRepublik

IndonesiaNomor6398);

8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008

tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

(Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor4866);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun2015Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik

IndonesiaNomor5679);

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

245, Tambahan Lembaran Negara

Republik IndonesiaNomor6573);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun

2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan

Kajian Lingkungan Hidup Strategis

(Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor5941);
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun

2016 tentang Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 114, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5887), sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun

2016 tentang Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor6402);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun

2017 tentang Pedoman Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,

Tambahan Lembaran Negara Republik

IndonesiaNomor6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun

2018 tentang Standar Pelayanan Minimal

(Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor6178);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun

2019 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
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Tambahan Lembaran Negara Republik

IndonesiaNomor6322);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun

2019 tentang Laporan dan Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor6323);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun

2021 tentang Penyelenggaraan Penataan

Ruang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 31,

Tambahan Lembaran Negara Republik

IndonesiaNomor6633);

18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017

tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 136);

19. PeraturanPresidenNomor 63Tahun2020

tentang Penetapan Daerah Tertinggal

Tahun 2020- 2024 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

119);

20. PeraturanMenteriDalamNegeriNomor80

Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk

Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
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Nomor 80 Tahun 2015 tentang

PembentukanProdukHukumDaerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah Dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

PerubahanRencanaPembangunanJangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana

KerjaPemerintahDaerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7

Tahun 2018 tentang Pembuatan dan

Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis dalam Penyusunan Rencana

PembanguanJangkaMenengahDaerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

100 Tahun 2018 tentang Penerapan

StandarPelayananMinimal;

24. PeraturanMenteriDalamNegeriNomor90

Tahun 2019 tentang Klasifikasi,

Kodefikasi, danNomenklatur Perencanaan

PembangunandanKeuanganDaerah;

25. PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 77

Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis

PengelolaanKeuanganDaerah;

26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera

Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang
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Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah

Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008

Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah

Provinsi SumateraBaratNomor7);

27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera

Barat 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat

Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah

Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012

Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah

Provinsi SumateraBaratNomor79);

28. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera

Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang

Rencana Induk Pembangunan

Kepariwisataan Provinsi Sumatera Barat

Tahun 2014-2025, sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi

Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2019

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah

Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana

Induk Pembangunan Kepariwisataan

Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-

2025 (Lembaran Daerah Provinsi

Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 14,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi

SumateraBaratNomor 178);

29. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera

Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan dan



RENSTRA2025 - 2029 15

Pengembangan Perumahan dan Kawasan

Permukiman (Lembaran Daerah Provinsi

Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi

SumateraBaratNomor 127);

30. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera

Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Provinsi Sumatera Barat

(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera I.5

Barat Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan

Lembaran Daerah Provinsi Sumatera

Barat Nomor 177) sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera

Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah

Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Provinsi Sumatera

Barat (Lembaran Daerah Provinsi

Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 2,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi

SumateraBaratNomor 191);

1.3. MaksuddanTujuan
Penyusunan Renstra Dinas Koperasi,

UKM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-

2029 adalah untuk memberi arah dan

pedoman dalam perencanaan program,

kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi
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acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja)

dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas

Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat

serta sebagai pedoman bagi seluruh personil

organisasi dalam mencapai tujuan dan

sasaran serta indikator kinerja yang telah

ditetapkanuntuk lima tahunmendatang.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas

Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat

Tahun2025-2029adalahuntuk :

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran,

strategi, kebijakan, program dan kegiatan

pembangunan dalamkurunwaktu 5 (lima)

tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi Dinas Koperasi, UKM Provinsi

Sumatera Barat dalam mendukung visi

dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur

SumateraBarat.

2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi

antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan serta pengendalian dan

evaluasi pada setiap tahun anggaran

selamaperiodeRenstra5 (lima) tahun.

3. Memberikan pedoman bagi seluruh unit

kerja Dinas Koperasi, UKM Provinsi

Sumatera Barat dalam penyusunan

Rencana Kerja (Renja) yang merupakan

dokumenperangkat daerah tahunan.

1.4. SistematikaPenulisan
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Renstra Dinas Koperasi, UKM Provinsi

Sumatera Barat Tahun 2025-2029 disusun

berdasarkan sistematika penulisan sebagai

berikut :

Bab 1Pendahuluan

Memuat latar belakang, dasar hukum

penyusunan, maksud dan tujuan, serta

sistematika penulisan.

Bab 2 Gambaran Pelayanan, Permasalahan

danIsuStrategisPerangkatDaerah

Memuat informasi tentang tugas dan fungsi

perangkat daerah, sumber daya yang dimiliki

oleh perangkat daerah dalam

menyelenggarakan tugas dan fungsi, kinerja

pelayanan perangkat daerah, kelompok

sasaran layanan serta permasalahan

pelayanan dan isu strategis urusan koperasi

danUKM.

Bab 3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah

Kebijakan

Dalam bab ini memuat tujuan dan sasaran

jangka menengah beserta indikator yang akan

dicapai oleh perangkat daerah serta strategi

dan arah kebijakan pemberdayaan dan

pengembangan koperasi dan UKM selama

kurunwaktu lima tahun.

Bab 4 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan

KinerjaPenyelenggaraanBidangUrusan

Dalam bab ini memuat program, kegiatan, sub

kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan

pagu indikatif selama kurunwaktu lima tahun
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periode renstra. Selain itu, dalam bab ini juga

memuat target keberhasilan pencapaian tujuan

dan sasaran renstra melalui Indikator Kinerja

Utama (IKU) dan target kinerja

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah

melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

selamakurunwaktu lima tahun

Bab5Penutup

DalamBab inimemuatkaidahpelaksanaan

dan evaluasi pelaksanaanRenstraPerangkat

Daerahyangmeliputi penendaliandan

evaluasi terhadaphasilRenstraPerangkat

Daerah.



1
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BAB II

GAMBARANPELAYANAN,
PERMASALAHANDAN

ISUSTRATEGISPERANGKATDAERAH

2.1 GambaranPelayananPerangkatDaerah

2.1.1. Tugas,Fungsi danStrukturPerangkat

Daerah

Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera

Barat dibentuk sesuai dengan Peraturan

Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2

Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi

Sumatera Barat. Berdasarkan Peraturan

Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor

29 Tahun 2023 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta

Tata Kerja Dinas Daerah, tugas pokok Dinas

Koperasi, UKM adalah melaksanakan

urusan pemerintahan di bidang Koperasi,

Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi

kewenangan Daerah, sedangkan fungsi

DinasKoperasi,UKMadalah sebagai berikut :

1) penyelenggaraan perumusan kebijakan

teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan

menengah yang menjadi kewenangan

daerah;

2) penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan

teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan
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menengah yang menjadi kewenangan

daerah;

3) penyelenggaraan administrasi Dinas

Koperasi,UsahaKecil danMenengah;

4) penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di

bidangkoperasi, usahakecil danmenengah;

dan

5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan

oleh pimpinan.

Adapun struktur organisasi Dinas Koperasi,

UKM Provinsi Sumatera Barat adalah

sebagai berikut :
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Gambar2.1STRUKTURORGANISASI
DINASKOPERASI UKMPROVINSI

SUMATERABARAT
(PergubNo.29Tahun2023Tentang

Kedudukan,SusunanOrganisasi, Tugasdan
Fungsi sertaTataKerjaPerangkatDaerah )

KEPALA DINAS

JABATAN
FUNGSIONAL

SEKRETARIS

SUB BAGIAN
KEUANGAN

BIDANG PERIZINAN

DAN KELEMBAGAAN

SUB BAGIAN TATA
USAHA

BIDANG
PEMBERDAYAAN

KOPERASI

BIDANG
PEMBERDAYAAN
USAHA KECIL

BIDANG PENGAWASAN
DAN PEMERIKSAAN

UPTD PLUT UMKMUPTD Balai

Pendidikan dan

Latihan Koperasi
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Dari bagan diatas dapat dilihat struktur

organisasi Dinas Koperasi, UKM Propinsi

SumateraBaratadalah sebagai berikut:

1. KepalaDinas

2. Sekretariat,yangmembawahi :

a. Sub.BagianTataUsaha

b. Sub.BagianKeuangan

3. BidangPerizinandanKelembagaan,

4. BidangPengawasandanPemeriksaan,

5. BidangPemberdayaanKoperasi,

6. BidangPemberdayaanUsahaKecil,

7. UPTD

8. JabatanFungsional

Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera

Barat dipimpin oleh seorang Kepala Dinas

yang dibantu Sekretaris dan 4 (empat)

Kepala Bidang, 2 (dua) UPTD dan jabatan

fungsional. Adapun tugas pokok dan fungsi

masing-masing Sekretariat dan Bidang pada

Dinas Koperasi, UKM Propinsi Sumatera

Barat adalah :

1)Sekretariat, mempunyaimempunyai tugas

merencanakan, melaksanakan,

mengkoordinasikan dan mengendalikan

kegiatan administrasi umum,

kepegawaian, perlengkapan, hubungan

masyarakat, protokol, penyusunan

program dan keuangan. Untuk

menyelenggarakan tugas, Sekretariat

mempunyai fungsi :
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(a) penyiapan bahan koordinasi kegiatan

di lingkunganDinas;

(b) penyiapan bahan koordinasi dan

penyusunan rencana program dan

kegiatandi lingkunganDinas;

(c) penyiapan bahan pembinaan dan

pemberian dukungan administrasi

yang meliputi ketatausahaan,

kepegawaian, hukum, keuangan,

kerumahtanggaan, aset, kerja sama,

kehumasan, kearsipan dan

dokumentasi di lingkunganDinas;

(d) penyiapan bahan koordinasi,

pembinaan dan penataan organisasi

dan tatalaksanadi lingkunganDinas;

(e) penyiapan bahan koordinasi

pelaksanaan sistem pengendalian

intern pemerintah dan pengelolaan

informasi;

(f) penyiapan bahan pengelolaan barang

milik/kekayaan Daerah dan

pelayanan pengadaan barang/jasa di

lingkunganDinas;

(g) penyiapan bahan evaluasi dan

pelaporandi lingkunganDinas; dan

(h) pelaksanaan fungsi lain yang

diberikanoleh pimpinan.

2) Bidang Perizinan dan Kelembagaan,

mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan penyusunan kebijakan teknis,

pembinaan dan pelaksanaan di bidang
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perizinan, kelembagaan, monitoring,

evaluasi pelaporandandatakoperasi.

Untuk menyelengarakan tugas Bidang

Perizinan dan Kelembagaan mempunyai

fungsi :

(a) penyelenggaraan pengkajian program

kerjaBidang perizinandankelembagaan;

(b) penyelenggaraan pengkajian bahan

kebijakan teknis pembinaan perizinan

dankelembagaan;

(c) penyelenggaraan pengkajian bahan

fasilitasi perizinandankelembagaan;

(d) penyelenggaraan fasilitasi, koordinasi

perizinandankelembagaan;

(e) penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi

kegiatanperizinandankelembagaan;

(f) penyelenggaraan koordinasi dalam

pelaksanaankegiatan diKabupaten/kota;

(g) penyelenggaraan verifikasi data dan

jumlah koperasi simpan pinjam/unit

simpanpinjamyang akurat;

(h) pengkoordinasian dan verifikasi

dokumen izin usaha simpan pinjam

untukkoperasi;

(i) pengkoordinasian dan verifikasi

dokumen izin pembukaankantor cabang,

kantor cabangpembantudankantorkas;

(j) pengkoordinasian pembentukan

koperasi, perubahan anggaran dasar

koperasi danpembubarankoperasi;

(k) pengkoordinasian bimbingan dan
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penyuluhanPerkoperasian;

(l) pengkoordinasian pelaksanaan

monitoring, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaanpemberdayaankoperasi;

(m)pelaksanaan koordinasi dengan unit

kerja terkait; dan

(n) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan

oleh pimpinan

3) Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan,

mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan bahan penyusunan kebijakan

teknis, pembinaan dan pelaksanaan di

bidang pengawasan, pemeriksaan

kelembagaandanusahakoperasi.

Untuk menyelenggarakan tugas Bidang

Pengawasan dan Pemeriksaan

mempunyai fungsi :

(a) Pembinaan dan penyelenggaraan

pengkajian bahan kebijakan teknis

PengawasandanPemeriksaan;

(b) pengkoordinasian pengawasan dan

pemeriksaankoperasi;

(c) penyelenggaraan pengawasan dan

pemeriksaankoperasi;

(d) pengkoordinasian hasil pengawasan

danpemeriksaankoperasi;

(e) pengkoordinasian tindak lanjut

pengawasandanpemeriksaankoperasi;

(f) penyelenggaraan tindak lanjut

pengawasan danpemeriksaankoperasi;
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(g) pengkoordinasian hasil tindak lanjut

pengawasan danpemeriksaankoperasi;

(h) pengkoordinasian penerapan sanksi

bagi koperasi;

(i) penyelenggaraan monitoring dan

evaluasi hasil pengawasan dan

pemeriksaankoperasi;

(j) pengkoordinasianhasilmonitoring dan

evaluasi hasil pengawasan dan

pemeriksaankoperasi;

(k) penyelenggaraan pelaporan

PengawasandanPemeriksaan;

(l) penyelenggaraan koordinasi dalam

pelaksanaan kegiatan di

kabupaten/kota;

(m)penyelenggaraan koordinasi dengan

unit kerja terkait; dan

(n) penyelenggaraan tugas kedinasan lain

sesuai dengan tugasdan fungsinya

4) Bidang Pemberdayaan Koperasi,

mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan bahan penyusunan kebijakan

teknis, pembinaan dan pelaksanaan di

bidang pemberdayaan koperasi, fasilitasi

usaha koperasi, peningkatan kualitas sdm

koperasi, pengembangan, penguatan dan

perlindungankoperasi.

Untuk menyelenggarakan tugas Bidang

Pemberdayaan Koperasi mempunyai

fungsi:

(a) penyelenggaraan perumusan bahan
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kebijakan dan pembinaan teknis bidang

PemberdayaanKoperasi;

(b) pengkoordinasian perluasan akses

pembiayaan/permodalanbagi koperasi;

(c) penyelenggaraan promosi akses pasar

bagi produk koperasi di dalam dan luar

negeri;

(d) pengkoordinasian pelaksanaan

pembinaan dan bimbingan teknis

perangkat organisasi dan anggota

koperasi;

(e) pengkoordinasian kemitraan antar

koperasi danbadanusaha lainnya;

(f) pengkoordinasian pelaksanaan

perlindunganusahakoperasi;

(g) pengkoordinasian pelaksanaan

monitoring dan evaluasi, pelaporan

pelaksanaan pemberdayaan koperasi;

dan

(h) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan

oleh pimpinan.

5) Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil,

mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan bahan penyusunan kebijakan

teknis, pembinaan dan pelaksanaan di

bidang Pemberdayaan Usaha Kecil,

fasilitasi usaha kecil, pengembangan,

penguatan dan perlindungan usaha kecil,

peningkatankualitaskewirausahaan.

Untuk menyelenggarakan tugas Bidang

Pemberdayaan UsahaKecil danMenengah
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mempunyai fungsi :

(a) penyelenggaraan pengkajian bahan

kebijakan teknis pembinaan bidang

PemberdayaanUsahaKecil;

(b) pengkoordinasian pemberdayaan dan

perlindunganusahakecil;

(c) penyelenggaraan promosi akses pasar

bagi produk usaha kecil di dalam dan

luarnegeri;

(d) pengkoordinasian pelaksanaan

monitoring, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaanpemberdayaanusahakecil;

(e) pengkoordinasian pendataan izin usaha

mikrokecil (IUMK);

(f) pengkoordinasian pengembangan

usahakecil dengan orientasi peningkatan

skala usaha kecil menjadi usaha

menengah;

(g) pengkoordinasian pengembangan

kewirausahaan;

(h) pengkoordinasian pelaksanaan

peningkatannilai tambahprodukUKM;

(i) pengkoordinasian pemberdayaan

perkuatan sarana prasarana dan modal

bagi usaha kecil melalui kredit

perbankan, pinjaman lembaga non bank,

pinjaman dari dana penghasilan sebagai

labaBUMNdan lainnya;

(j) penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi

kegiatanPemberdayaanUsahaKecil;
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(k) penyelenggaraan Koordinasi dengan

unit kerja terkait; dan

(l) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan

oleh pimpinan

6) UPTD Balai Pendidikan dan Latihan

Koperasi, mempunyai tugas

melaksanakan kegiatan teknis Dinas di

bidang pendidikan dan pelatihan koperasi

danusahakecil

Untuk menyelenggarakan tugas UPTD

BalaiLatihanKoperasimempunyai fungsi:

(a) pelaksanaan perencanaan dan

pengembangan program pendidikan dan

pelatihan koperasi dan usaha kecil tahap

pemula;

(b) pelaksanaan pendidikan dan pelatihan

koperasi;

(c) pelaksanaan pendidikan dan pelatihan

usahakecil tahappemula;

(d) pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan

pendidikan dan pelatihan koperasi dan

usahakecil tahappemula;

(e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan

pimpinan;

7) UPTD PLUT UMKM, mempunyai tugas

melaksanakan kegiatan teknis operasional

Dinas di bidang layanan usaha terpadu

usahakecil.

Untuk menyelenggarakan tugas UPTD

PLUTUMKMmempunyai fungsi :

(a) pelaksanaan konsultasi dan
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pendampinganusaha;

(b) pelaksanaan pendaftaran usaha pada

sistem perizinan berusaha terintegrasi

secara elektronik;

(c) pelaksanaan pelatihan teknis dan

manajerial;

(d) pelaksanaan pemenuhan sertifikasi dan

standardisasi produk;

(e) pelaksanaan pengembangan produk

unggulanDaerah;

(f) pelaksanaan pengembangan kemasan

produkusahakecil

(g) pelaksanaan promosi dan pemasaran

produk serta informasi pasar

(h) pelaksanaan inkubasi bisnis

(i) pelaksanaan pendataan usaha kecil serta

Wirausaha

(j) pelaksanaan seleksi pelaku usaha dan

kurasi produkusahakecil

(k) mengoordinasikan aktivitas pusat

layanan usaha terpadu usaha mikro,

kecil dan menengah Kabupaten/Kota di

Daerah

(l) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan

oleh pimpinan

2.1.2. SumberDayaPerangkatDaerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Provinsi Sumatera Barat di dukung oleh
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sumber daya manusia dan sumber daya

saranaprasarana

2.1.2.1.SumberDayaManusia

Dalam rangka mendukung pencapaian

tugas pokok dan fungsi, Dinas Koperasi,

UKM didukung oleh sumber daya manusia

sebagaimana tercantumpada tabel berikut:

Tabel2.1
KondisiKepegawaianBerdasarkan

EselonJabatan

N
o

Uraian
Ese
lo
n
II

Ese
lo
n
II
I

Ese
lo
n
IV

Jabat
an
Fungs
ional

Staf Juml
ah

1.
Kepala
Dinas 1 - - - - 1

2. Sekretariat - 1 2 1 9 13

3.
Bid.Pember
dayaan
Koperasi

- 1 - 3 2 6

4. Bid.
Perizinan
dan
Kelembagaa
n

- 1 - 3 1 5

5.
Bid.
Pengawasa
ndan
Pemeriksa
an

- 1 - - 5 6

6.
Bid.Pember
dayaan
UsahaKecil

- 1 - 2 6 9

7. UPTD
BadiklatKop

- 1 3 - 6 10

8. UPTDPLUT
UMKM

- - - - - -

9. Widyaiswara - - - 3 - 3

10
.

Fungsional
Pengawas
Koperasi

- - - 2 - 2

Total 1 6 5 14 29 55
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Pada Dinas Koperasi, UKM Provinsi

Sumatera Barat terdapat 26 jabatan

struktural, yaitu:

a. 1JabatanKepalaDinas,EselonII

b. 1 Jabatan Sekretaris dan 5 Jabatan Kepala
Bidang/KepalaUPTD,EselonIII

c. 5JabatanKepalaSubBagian, eselonIV

d. 3JabatanWidyaswara

e. 2JabatanFungsionalPengawasan

f. 8 Jabatan Fungsional Analis Kebijakan, 1
FungsionalPerencana

Adapun komposisi Pegawai Negeri Sipil

di lingkungan Dinas Koperasi, UKM

Provinsi Sumatera Barat menurut kondisi

terakhir (per Desember 2024) berdasarkan

kualifikasi pendidikan adalah sebagaimana

Tabel 2.2 berikut :

Tabel2.2
KomposisiPegawaiBerdasarkanKualifikasi

Pendidikan

N
o.

Tingkat
Pendidikan

Jumlah
Menurut
kelamin

Total

Laki-
laki

Perem
puan

1. Strata3 1 1 2
2. Strata2 8 7 15
3. Strata1 11 15 26
4. Sarjaan
Muda/D3

- 3 3

5. SLTA 5 4 9
6. SLTP - - -
7. SD - - -
Jumlah 25 30 55
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Dari tabel di atas terlihat bahwa

kualifikasi pendidikan Pegawai Negeri Sipil

di lingkungan Dinas Koperasi, UKM

Provinsi SumateraBarat telah sesuai dengan

formasi persyaratan atau secara kuantitatif

telah sesuai dengan tuntutan pekerjaan pada

Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera

Barat yaitu dari jumlah Pegawai Negeri Sipil

sebanyak 55 (lima puluh lima) orang, dengan

latar belakang pendidikanStrata 3 senamyak

2 (dua) orang, Strata 2 sebanyak 15 (lima

belas) orang dan Strata 1 sebanyak 26 (dua

puluh enam) orang, Sarjana Muda sebanyak

3 (tiga) orang, dan SLTA sebanyak 9

(sembilan) orang.

Ditinjau dari golongannya, komposisi

Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas

Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat,

yang terbanyak adalah Golongan III, dengan

rincian komposisi per golongan adalah

sebagai berikut :

-GolonganI = - Orang

-GolonganII =7Orang

-GolonganIII = 31Orang

-GolonganIV = 17Orang

Sedangkan komposisi pegawai

khususnya Tenaga Fungsional berdasarkan

jenjang kepangkatan, latar belakang

pendidikan, tingkatan dan keahlian yang

dimiliki Dinas Koperasi, UKM Provinsi
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Sumatera Barat dapat dijelaskan sebagai

berikut :

Tabel2.3
KomposisiTenagaFungsional

N
o.
Jenjang
Jabatan

Jenis
Keahlian

Pendi
dikan
Terak
hir

Juml
ah

Fungsional
Pengaw
asan
Koperas
i

-

1.

2
.

Pengawas
Koperasi
AhliMuda
Pengawas
Koperasi
Ahli
Pertama

-

S1

S1

1

1

Fungsional
Analis
Kebijakan

3. Fungsion
alAhli
Muda

- S2
S1

3
5

Widyaiswara
4. Widyaiswara
Utama

- S2 1

5. Widyaiswara
Madya

- S3
S2

1
1

Fungsional
Perencana

6. Fungsion
alAhli
Muda

-
S1 1

2.1.2.2. Sumber Daya Sarana dan
Prasarana

Untuk mendukung pencapaian tugas

pokok dan fungsi, selain didukung oleh

Sumber Daya Manusia, dukungan sarana
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dan prasarana juga sangat penting.

Permasalahan pada sarana dan prasarana di

Dinas Koperasi, UKM adalah berkaitan

dengan kondisi mobiler yang sudah tidak

layak untuk dipakai, ruang rapat yang

terbatas serta kurang representative

mengingat dengan adanya kebijakan

pemerintah melarang pelaksanaan kegiatan

diluar kantor. Hal ini tentu menjadi

perhatian dan perlu dilakukan pengadaan

serta pemeliharaan terhadap sarana dan

prasarana.

Secara umum kondisi sarana dan

prasarana yang dimiliki dan digunakan

dalam mendukung pelaksanaan kinerja

Dinas Koperasi, UKM dapat dilihat pada

Tabel 2.4 berikut ini:

Tabel2.4.
Asset TanahdanBangunan

No Tanah/Bangun
an

Lokasi Luas
(M2)

1. TanahBangunan
RumahNegara
GolonganIII

Jln.Linggar
JatiNo. 21A
Parupuk
Tabing
Padang

194

2. TanahBangunan
RumahNegara
GolonganIII

Jln.BundaIV
Padang

1819

3. TanahBangunan
Mess/Wisma/Asrama

Jln. S.
ParmanNo.
238Ulak
Karang
Padang

1175

4. Tanahbangunan
KantorPemerintah

Jln. S.
ParmanNo.

1500
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211Padang

5. Tanahbangunan
KantorPemerintah

Jln.Khatib
SulaimanNo.
11Padang

2935

Tabel2.5.
AssetKendaraanDinas

No Jenis Merk Tahun
Kenda
raan

Jumlah
(Unit)

1. Kendara
anRoda
4

Innova
Venturer

2019 1

2. Kendaraan
Roda4

Innova
Reborn
(Hitam)

2015 1

3. Kendaraan
Roda4

Innova
Reborn
(Putih)

2018 1

4. Kendaraan
Roda4

Innova 2013 2

5. Kendaraan
Roda4

Isuzu
Panther

2012 1

6. Kendaraan
Roda4

Hiace 2019 1

7. Kendaraan
Roda4

Isuzu 2022 1

8. Kendaraan
Roda2

scoopy 2014 3

9. Kendaraan
Roda2

Blade 2014 1

Dalam mendukung kelancaran

pelaksanaan pekerjaan, Dinas Koperasi,

UKMmemiliki aset-aset yang tersedia dalam

jumlah dan kualitas memadai seperti; asset

berupa tanah da bangunan, kendaraan dinas

operasional roda 4 berjumlah 7 buah, roda 2

sebanyak 4 serta didukung oleh anggaran

untuk biaya pemeliharaan yang juga cukup

memadai.
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2.1.3. KinerjaPelayananPerangkatDaerah

Kinerja pelayanan Dinas Koperasi, UKM

Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat dari

pencapaian target kinerja sasaran strategis

bidang koperasi dan UMKM selama periode

Rencana Strategis tahun 2016-2021.

Pencapaian ini menjadi landasan bagi

penyempurnaan kebijakan yang sudah ada

dan penyusunan kebijakan lima tahun ke

depan dalam rangka mewujudkan koperasi

dan UMKM yang lebih mandiri dan berdaya

saing.
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Tabel2.6.
T.C.23Pencapaian PelayananpadaDinas

Koperasi,UsahaKecil danMenengah
Provinsi SumateraBaratTahun
2021-2025
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Pada tabel 2.5 diatas dapat dilihat bahwa

indicator kinerja sesuai tugas dan fungsi

Dinas Koperasi, UKM ada 5 (lima) indicator

yaitu:

(1)Persentase peningkatan nilai asset

koperasi

(2) Persentase peningkatan volume usaha

koperasi

(3) PersentasekoperasiRAT

(4) JumlahUKMyang bermitra

(5) Nilai evaluasi akuntabilitaskinerja

(6) Tingkat kepuasan terhadap layanan

organisasi

Namun pada tahun 2024 berdasarkan hasil

evaluasi Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

RI terhadap SAKIP Provinsi Sumatera

Barat, maka salah satu rekomendasi yang

diberikan oleh Tim Evaluasi adalah Dinas

Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat

diminta untuk melakukan revisi atas

indicator kinerja utama Kepala Dinas,

sehingga terjadi perubahan indicator kinerja

yaitu :

(1)Persentasekoperasi berkualitas

(2) Persentase usaha kecil yang meningkat

asset/omset usahanya

(3) Nilai evaluasi akuntabilitaskinerja

(4) Tingkat kepuasan terhadap layanan

organisasi

Apabila kita lihat dari capaian indikator
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kinerja yang tertera pada tabel 2.5 diatas

dapat kami informasikan bahwa pada

umumnya indikator kinerja utama Dinas

Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat

pada umumnya tercapai sesuai dengan target

yang ditetapkan bahkan tingkat capaiannya

melebihi dari target.Namunpada tahun2023

ada 2 (dua) indicator yang realisasinya

masih jauh dibawah target dibawah target

yaitu 1) persentase peningkatan volume

usaha koperasi; 2) persentase koperasi RAT.

Rendahnya capaian indicator kinerja ini

disebabkan dampak dari covid 19 yang

mempengaruhi volume usaha koperasi.

Selain itu adanya aturan dari pemerintah

yaitu WFH sehingga banyak koperasi yang

tidakmelaksanaanRAT.

Pada tahun 2024 indikator kinerja yang

cukup rendahnya capaiannya adalah nilai

evaluasi akuntabilitas kinerja. Belum

tercapainya realisasi dari target indicator

kinerja nilai evaluasi akuntabilitas kinerja

disebabkan :

a) Pemantauan Kinerja Internal belum

dilaksanakan dengan pendalaman yang

memadai, dimana pemantauan kinerja

internal hanya dilakukan berupa

laporan realisasi rencana aksi secara

berjenjang sampai level individu,

sedangkan pemantauan terhadap

hambatan, kendala dan pembahasan
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rencana penyesuaian aktivitas belum

dilaksanakan secara rutin setiap bulan.

b) Pengumpulan dan pengukuran capaian

kinerja belum mengoptimalkan

pemanfaatan teknologi

c) Laporan kinerja belum dimanfaatkan

dalam penyesuaian strategi/kebijakan

dalammencapai kinerja berikutnya.
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Tabel2.7.
T.C.24AnggarandanRealisasiPendanaanPelayananpada

DinasKoperasi,usaahaKecil danMenengah
Provinsi SumateraBaratTahun2021-2025
(dalam juta)

Anggaran 
(Rp)

Realisas i 
(Rp)

Capaian 
(%)

Anggaran 
(Rp)

Realisas i 
(Rp)

Capaian 
(%)

Anggaran 
(Rp)

Realisas i 
(Rp)

Capaian 
(%)

Anggaran 
(Rp)

Realisas i 
(Rp)

Capaian 
(%)

Anggaran 
(Rp)

Realisas i 
(Rp)

Capaian 
(%)

A 100       282         282,00     300           300         100,00    341        289         84,84      332        224       67,56       40          - -

B 51,230   48,065     93,82       57,158      52,148    91,23      75,463   61,224     81,13      52,768   49,041   92,94       24,148    - -

I 25,615   24,033     93,82       28,579      26,074    91,23      37,732   30,612     81,13      26,384   24,521   92,94       24,148    - -

II 25,339   23,795     93,77       24,077      24,659    91,07      37,467   30,388     81,11      26,058   24,206   92,89       24,139 - -

a Belanja Pegawai 6,598     6,551      99,28       7,220        7,118      98,59      8,395     8,326       99,17      8,984     8,373     93,20       8,649     - -

b Belanja Barang dan 
Jasa

18,741   17,209     91,82       18,557      17,540    94,52      22,464   21,956     97,74      14,993   13,765   91,81       14,339    - -

c Belanja Subsidi - - - 1,300        - - 6,500     - - 1,500     1,500     100,00      24,7       - -

d Bilanja Hibah - - - - - - 108        107         98,79      580        580       97,76       1,125     - -

III 276       273         98,95       1,502        1,415      94,22      265        224         84,57      327        314       96,28       9,5         - -

51,330   48,347     94,19       57,458      52,448    91,28      75,804   61,513     81,15      53,100   49,226   92,78       24,188    - -

2021 2022 2023 2024 2025

Belanja Daerah

Belanja Operas ional

Belanja Modal

Jumlah Belanja A + B

Uraian

Pendapatan

Belanja
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Berdasarkan tabel 2.6 (T-C.24) pengelolaan

Anggaran dan Realisasi Pendanaan

pelayanan pada Dinas Koperasi, UKM

Provinsi Sumatera Barat periode tahun

2021-2025menunjukan bahwa :

1. Rasio rata-rata realisasi anggaran belanja

sudah sangat baik dengan rasio diatas 90%.

Namun pada tahun 2023 realisasi

anggaran hanya 81,15% yang disebabkan

tidak terealisasinya belanja subsidi

sebesarRp. 6,5milyar.

2. Untuk realisasi pendapatan pada tahun

2024 realisasinya jauh dibawah target

yaitu hanya sebesar 67,56. Rendahnya

realisasi pendapatan pada tahun 2024 ini

disebabkan karena UPTD Balatkop tidak

bisa disewakan sebab dalam tahap

renovasi.

2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan
PerangkatDaerah

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah Provinsi Sumatera Barat memiliki

Layanan Kelembagaan dan Pengawasan

meliputi Pendirian koperasi, penyuluhan

perkoperasian, penyelesaian permasalahan

koperasi, perijinan koperasi, permohonan

sertifikat NIK dan penerbitan NIB Koperasi,

Layanan Produksi dan Restrukturisasi Usaha

meliputi fasilitasi sertifikasi halal, fasilitasi

pendaftaran merek, fasilitasi desain kemasan,

fasilitasi sertifikasi HACCP/SNI, , fasilitasi
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akses pembiayaan K-UMKM, subsidi

bunga/margin, serta Layanan Unit Pelaksana

Teknis meliputi pendidikan dan pelatihan

SDM KUMKM, media pembelajaran KUMKM

secara online, inkubasi bisnis, layanan mobil

klinik KUMKM. Kelompok sasaran layanan

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Provinsi Sumatera Barat diprioritaskan pada

koperasi yang beranggotakan lintas

kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah

Provinsi Sumatera Barat serta UMKM di

wilayahProvinsi SumateraBarat.

2.1.5. Mitra Perangkat Daerah dalam

PemberianPelayanan

Dalam rangka meningkatkan pemberian

layanan untuk mencapai target dalam

pemerian layanan, Dinas Koperasi, UKM

Provinsi Sumatera Barat bermitra dengan

berbagai pihak, antara lain :

1) PerguruanTinggi

Kemitraan dengan perguruan tinggi

bertujuan untuk meningkatkan kualitas

pelayanan publik melalui kolaborasi antara

pemerintah daerah dan perguruan tinggi

yang memiliki sumber daya intelektual dan

keahlian yang berbeda. Bentuk kemitraan

antara Dinas Koperasi, UKM Provinsi

Sumatera Barat dengan perguruan tinggi

dalam pemberian pelayanan public dapat

berupa kerjasama seperti peningkatan SDM



RENSTRA 2025 - 2029 39

konsultan PLUT dalam memberikan

pendampingan, pembinaan dan

pendampingan kepada UMKM binaan

seperti pemasaran produk, desain kemasan,

pembukuan sederhana srta reseach pasar,

dosen dan mahasiswa melakukan

pengabdianmasyarakat

Perguruan tinggi di Provinsi Sumatera

Barat yang telah melakukan kerja sama

denganDinasKoperasi,UKMantara lain:

a) UniversitasAndalas

b) UniversitasNegeriPadang

c) Universitas IslamNegeri

d) UniversitasPutra Indonesia

e) UniversitasBungHatta

f) STAIYASTIS

2) Organisasi SosialKemasyarakatan

Salah satu permasalahan dalam

pemberdayaan UMKM adalah masih

rendahnya daya saing UMKM. Salah satu

solusi yang efektif dalam meningkatkan

daya saing UMKM adalah melalui

kemitraan dengan organisasi social

kemasyarakatan, antara lain: Dekopinwil,

GebuMinang, ForumUMKM.

2.1.6. Dukungan BUMD dalam Pencapaian

KinerjaPerangkatDaerah

Pemberdayaan Koperasi dan UMKM di

Provinsi Sumatera Barat tidak dapat

dilaksanakan tanpa ada dukungan dari Badan
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Usaha Milik Daerah (BUMD). Bentuk

dukungan yang diberikan BUMD dalam

pemberdayaan KUKM antara lain

pendampingan, pelatihan, hingga pemberian

akses pasar dan modal. BUMD Provinsi

Sumatera Barat yang terlibat dalam pemberian

dukungan terhadap pemberdayaan KUKM

adalah : PT. Bank Nagari, PT. Grafika Jaya

Sumbar,PT.PembangunanSumateraBarat.

Dukungan BUMD terhadap KUMKM

sangat penting untuk meningkatkan

pertumbuhan ekonomi daerah dan

menciptakan lapangan kerja. Dengan adanya

dukungan ini, diharapkan KUMKM dapat

lebih berkembang dan menjadi tulang

punggung perekonomiandaerah.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis

PerangkatDaerah

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat

Daerah

Jumlah Koperasi dan UMKM yang besar

dari segi kuantitas masih belum didukung

oleh perkembangan yang memadai dari segi

kualitasnya sehingga kinerja KUMKMmasih

perlu peningkatan. Kurangnya kinerja

KUMKM tersebut disebabkan terutama oleh

keterbatasan kemampuan KUMKM dalam

bidang manajemen, penguasaan teknologi,

dan pemasaran, serta rendahnya kompetensi

kewirausahaan UMKM. Tingkat kinerja yang
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demikian juga berkaitan dengan lemahnya

kemampuan dan posisi tawar untuk

mengelola danmengakses ke berbagai sumber

daya produktif yang meliputi sumber-sumber

permodalan, informasi, teknologi, pasar dan

faktor produksi.

Pemanfaatan internet yang belum merata

dan rendahnya kemampuan anggota koperasi

dalam menggunakan teknologi informasi

menjadi kendala yang signifikan di era digital

ini. Keterbatasan ini menghambat adopsi

sistem informasi modern dalam pengelolaan

koperasi dan pemasaran produk usaha kecil.

Lebih lanjut, kualitas Sumber Daya Manusia

(SDM) pengelola koperasi yang masih

terbatas, terutama dari segi pengetahuan dan

keterampilan manajerial, turut menjadi

penghambat dalam pengembangan koperasi

yang profesional danberdaya saing.

Pengembangan koperasi dan usaha kecil di

Sumatera Barat juga terkendala oleh

keterbatasan sarana dan prasarana yang

memadai untuk menjalankan usaha.

Kekurangan ini dapat menghambat efisiensi

produksi dan kualitas produk yang dihasilkan.

Di sisi lain, inovasi produk yang dihasilkan

oleh koperasi dan usaha kecil masih terbatas,

sehingga produk- produk tersebut belum

mampu bersaing secara efektif di pasar yang

semakin kompetitif. Akses koperasi dan usaha

kecil terhadap pasar dan permodalan juga
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menjadi permasalahan krusial. Terbatasnya

jaringan pemasaran dan kesulitan dalam

mendapatkan sumber pembiayaan yang

terjangkau menghambat pertumbuhan dan

ekspansi usaha.

Sebaran usaha kecil yang cukup luas di

seluruh wilayah Sumatera Barat menjadi

tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam

menjangkau dan memantau keseluruhan unit

usaha secara efektif. Keterbatasan sumber

daya dan infrastruktur pendukung

menyulitkan pelaksanaan pembinaan dan

pendampingan yang merata. Selain itu, belum

adanya sanksi yang tegas bagi koperasi yang

tidak mengurus izin usaha menunjukkan

lemahnya penegakan hukum dan pengawasan

terhadap legalitas operasional koperasi. Hal ini

berpotensi menciptakan ketidakadilan dalam

persaingan usaha dan menghambat upaya

pemerintah dalam menata dan

memberdayakan sektor koperasi secara

keseluruhan.

Permasalahan lain yang menghambat

kemajuan koperasi di Sumatera Barat adalah

kurangnya pemahaman SDM koperasi

mengenai kelengkapan kelembagaan yang

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hal ini dapat berimplikasi pada tata kelola

koperasi yang kurang baik dan rentan

terhadap permasalahan hukum. Lebih lanjut,

kurangnya minat pengurus koperasi untuk
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mengikuti pelatihan dan meningkatkan

kapasitas diri menghambat transfer

pengetahuan dan adopsi praktik-praktik

terbaik dalam pengelolaan koperasi. Pada

akhirnya, rendahnya nilai tambah dan daya

saing produk-produk usaha kecil, diperparah

dengan terbatasnya fasilitas sertifikasi halal

dan merek secara gratis, menjadi kendala

utama dalam menembus pasar yang lebih luas

dan meningkatkan kesejahteraan anggota

koperasi serta pelakuusahakecil.

Identifikasi permasalahan berdasarkan

tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM

Provinsi Sumatera Barat seperti tabel di

bawah ini :

Tabel2.8

T-B.35PemetaanPermasalahan
untukPenentuanPrioritas dan
SasaranPembangunanDaerah

Masalah Rincian
Masalah

AkarMasalah

Pengelolaan
koperasi
secara
tradisional

Koperasi dikelola
tanpa standar
manajerial yang
memadai

Terbatasnya
kapasitas pengurus
dalammengelola
koperasi yang
menyebabkan
koperasi sulit
bersaing degan
badanusaha
lainnya

Rendahnya inovasi
koperasi dalam
mengembangkan
produkatau
layananyang
relevandengan
kebutuhanpasar
saat ini
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Masalah Rincian
Masalah

AkarMasalah

Rendahnya
partisipasi
angota
koperasi

Minimnya
keterlibatan anggota
dalamproses
pengambilan
keputusankoperasi

Kurangnya
tanggung jawab
anggota terhadap
koperasi yang
berdampakkepada
menurunnya
tingkat komitmen
terhadapkoperasi
Koperasi rentan
terhadapkonflik
internal dan
keputusanyang
tidak
merepresentasikan
kebutuhananggota
secaramenyeluruh

Regenerasi
kepemimpi
nan

Koperasi
menghadapi
kesulitan dalam
menarik generasi
mudauntuk terlibat
sebagai pengurus
atau pengelola

Kurangnyaminat
danpemahaman
generasimuda
terhadap potensi
koperasi sebagai
model ekonomi
alternatif
Banyakkoperasi
dikelola oleh
pengurus yang
sama selama
bertahun-tahun
tanpa adanya
inovasi dan
penyegaranvisi

Minimnya
akses
terhadap
teknologi

Rendahnya literasi
digital pengurus dan
anggota

Sebagian besar
pengurus dan
anggota koperasi
belummemiliki
keterampilan
digital dasar yang
memadai

Keterbatasan sistem
informasi dandata

Banyakkoperasi
belummemiliki
sistem informasi
yangmemadai
untukmendukung
manajemen
berbasis data
Pelaporan
keuangan,
keanggotaan, dan
aktivitas usaha
masih dilakukan
secaramanual,
sehingga berisiko
terhadapkesalahan
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Masalah Rincian
Masalah

AkarMasalah

data dan rendahnya
transparansi.

Kurangnya adaptasi
terhadapdigitalisasi
bisnis

Minimnya
pemahamanakan
manfaat
digitalisasi,
menyebabkan
keterlambatan
dalam
mengintegrasikan
teknologi ke dalam
proses bisnis
seperti pemasaran
digital, sistem
pembayaran daring,
dan e-commerce
yang berdampak
kepada rendahnya
daya saingkoperasi

Keterbatasa
n investasi,
perdaganga
n, dan daya
saing
industri
daerah

.

.

Keterbatasan pangsa
pasar ekonomi
syariah

Belumsemua
masyarakat
terpapar dan
memahami
keunggulan
ekonomi syariah

Kelembagaan
ekonomi syariah
belum terbentuk
dan berjalan secara
optimal

KapasitasSDM
pengelola ekonomi
syariah

Kolaborasi dan
kemitraan strategis
multipihak belum
optimal

Ketergantungan
pada produkdari
luar sehingga
menghambat daya
saing produk lokal

Terbatasnya akses
ke pasar yang lebih
luas sehingga
pelakuusaha lokal
kesulitan
memasarkan
produknya secara
lebih kompetitif.

Kurangnya
hilirisasi dan
pengolahanhasil
pertanianmenjadi
produkantara
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Masalah Rincian
Masalah

AkarMasalah

maupunproduk
akhir

Rendahnyadaya
saing dan inovasi
produkUKM

Minimnya peran
dan fungsi
inkubator bisnis

Keterbatasan
kolaborasi serta
inovasi dalam
menciptakan
produkkreatif

Peran
ekonomi
kreatif
dalam
mendukung
pertumbuha
nusaha
kecil belum
optimal

Masih banyak
pelakuusahakecil
mengalami
kesulitan
mendapatkan akses
pembiayaan

Keterbatasan
modal serta akses
terhadap sumber
pendanaan

Masihkurangnya
pembinaan bagi
usahakecil agar
memenuhi kriteria
sebagai usaha yang
layakdidanai oleh
perbankandan
lembagakeuangan
(bankable)

Kurangnya
pemahaman terkait
KreditUsaha
Rakyat (KUR) dan
skemapenjaminan
kredit

Kurangnya
Digitalisasi dan
rendahnya inovasi

Keterbatasan akses
terhadap
pengetahuandan
teknologi

Peran forumusaha
kecil serta sinergi
dengan asosiasi
usahakecil belum
dimanfaatkan
secaramaksimal

Keterbatasan
produk lokal untuk
menembus pasar
nasional dan
internasional

Kurangnya
promosi dan
distribusi yang
efektif, seperti
penyelenggaraan
evendan pekan
budaya serta
olahragawisata

Keterbatasan
sumber daya
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Masalah Rincian
Masalah

AkarMasalah

manusia (SDM)
danketerampilan
dalammengelola
bisnis secara
profesional

Banyakpelaku
usaha yang belum
memiliki strategi
pemasaranyang
optimal

Produkusahakecil
belummemenuhi
standar nasional
atau internasional

Lemahnyakerja
samaantara
stakeholder terkait
dalammendukung
proses standarisasi
produkusahakecil

Minimnya
pendampingandan
akses informasi
oleh pemangku
kepentingan terkait

2.2.1. IsuStrategis

Beberapa isu strategis terkait urusan

koperasi dan UMKM yang sedang berkembang

saat ini adalah :

a. KoperasiDesaMerahPutih

Pemerintah berencana akan membentuk

koperasi desa merah putih di masing-masing

desa di Indonesia. Koperasi desa merah putih

akan mengelola dana secara efektif dengan

kepemilikan koperasi di desa untuk

mendapatkan modal usaha. Perbankan harus

melakukan pengalihan fokus dan strategi dalam

model pembiayaan kepada koperasi desa.

Seandainya koperasi tidak mampu melakukan

pengelolaan pendanaan dengan baik,

masyarakat akan kembali ke perbankan untuk

melakukan pinjaman usaha. Perbankan
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diharapkan cepat beradaptasi terhadap

digitalisasi pelayanan, meningkatkan pinjaman

berbasis teknologi dan memperkuat

pengawasan terhadap koperasi penerima kredit.

Perubahan ini akan menggeser dominasi

perbankan nasional maupun perbankan daerah

dalam pembiayaan mikro dalam masyarakat

dan menciptakan ekonomi yang berbasis

koperasi. Apabila perbankan tidak segera

melakukan adjustment secara cepat maka koperasi

desa akan menjadi pemain utama dalam

perekonomian mikro masyarakat yang dapat

mengubah peta industri perbankannasional dan

daerahdi Indonesia

b. UMKMsebagai lapanganusahaunggulan

UMKM merupakan salah satu sektor kunci

dalam mendorong pertumbuhan ekonomi

daerah, memperluas kesempatan kerja. Namun,

UMKM belum sepenuhnya tergarap secara

optimal. Masih terdapat sejumlah hambatan

mendasar yang membuat UMKM kurang

mampu berkembang pesat, khususnya dalam

menghadapi dinamika pasar yang semakin

terbukadankompetitif.

Salah satu tantangan utama UMKM adalah

tingkat digitalisasi usaha masih rendah.

Sebagian besar pelaku usaha kecil dan

menengah masih mengandalkan metode

konvensional, baik dalam proses produksi

maupun pemasaran. Kondisi ini membuat

mereka kesulitan untuk masuk ke pasar digital

yang saat ini menjadi arena utama perdagangan

global. Padahal, konsumen kini semakin
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bergeser ke platform digital untuk membeli

produk, sehingga tanpa transformasi digital,

UMKM di Sumatera Barat akan semakin

tertinggal.

.
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BABIII

TUJUAN,SASARAN,STRATEGIDAN

ARAHKEBIJAKANPERANGKAT

DAERAH

3.1 TujuanRenstraPerangkatDaerah

Dinas Koperasi UKM Provinsi Sumatera

Barat merupakan salah satu pelaku

pembangunan yang diharapkan mampu

berkontribusi nyata dalam pencapaian misi

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Sumatera Barat. Visi Rencana Jangka

Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat

2025 – 2030 merupakan visi kepala daerah

terpilih yangmerupakan kondisi objekif yang

akan diwujudkan pada 5 (lima) tahun

mendatang.

VISI GubernurSumateraBarat yaitu :

SUMATERABARATMADANIYANGMAJU

DANBERKEADILAN

SedangkanMisi Gubernur Sumatera Barat

yaitu :

1. Pendidikan Merata, Kesehatan

Berkualitas.

2. Lumbung pangan Nasional dan

EkonomiBerkelanjutan.

3. Nagari/Desa sebagai basis kemajuan.

4. Sumatera Barat Pusat Perdagangan dan

Bisnis SumateraBagianBarat

5. Membangun infrastruktur Berkeadilan

danSiapTanggapBencana.
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6. Membangun Kehidupan Beradat dan

Berbudaya Berbasiskan Agama,

Kearifan Lokal Melalui Dukungan

Keluarga yangBerkualitas.

7. Tingkatkan Daya saing Pariwisata dan

Akselerasi Ekonomi Kreatif untuk

UMKM.

8. Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan

PelayananPublikyangEfektif.

Adapun peran Dinas Koperasi UKM

terhadap pencapaian Visi, Misi Gubernur

sangat erat. Sesuai dengan Misi Gubernur,

Dinas Koperasi UKM ikut berperan terhadap

pencapaian dan misi ke 3 yaitu nagari/desa

sebagai basis kemajuan, misi ke – 4 yaitu

Sumatera Barat Pusat perdagangan dan

bisnis Sumatera Bagian Tengah, serta misi ke

-7 itu Tingkatkan Daya saing pariwisata dan

akselerasi ekonomikreatif untukUMKM.

Berdasarkan Visi-Misi, Tujuan, Sasaran

yang ditetapkan oleh Gubernur Sumatera

Barat serta Isu-Isu Strategis, maka Tugas

Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi UKM

Provinsi Sumatera Barat dalam

meyelenggarakan pemerintahan lebih terarah

dan terfokuskepadahasil yangakandicapai
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Dinas Koperasi UKM Provinsi Sumatera

Baratmemiliki tujuanyaitu sebagai berikut :

”Meningkatnya kontribusi koperasi dan

UMKM dalam mendorong pertumbuhan

ekonomi”

Adapun sasaran yang perlu dicapai demi

tercapainya tujuan tersebut antara lain :

”Meningkatnya produktivitas koperasi dan

UKM”

Strategi dan arah kebijakan Dinas Koperasi

dan UKM Provinsi Sumatera Barat dalam

mencapai tujuan dan sasaran Tahun 2025-

2029digunakananalisis SWOT

a. Strengths (Kekuatan – faktor internal

positif)

(1)Adanya struktur organisasi yang jelas

dan SDM yang memiliki kompetensi di

bidangkoperasi danUKM

(2) Dukungan regulasi dan peraturan

daerah terkait pemberdayaan koperasi

danUKM

(3) Jaringan kemitraan yang luas dengan

stakeholder terkait (perbankan,

perguruan tinggi, BUMN/BUMD,

swasta, organisasi kemasyarakatan)

(4) Tersedianya sistem informasi untuk

pelayanan administrasi koperasi dan

UKM

(5) Tersedianya Pusat Layanan Usaha

Terpadu (PLUTUKM)

(6) Tersedianya Balai Latihan Koperasi
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(Balatkop)

b. Weaknesses (Kelemahan – faktor internal

negatif)

(1)Masih terbatasnya anggaran dan

kuantitas sumber dayamanusia

(2) Kurangnya budaya inovasi dan

kolaborasi di lingkungan organisasi

(3) Proses birokrasi pelayanan publik

yang belumsepenuhnyadigital dan cepat

c. Opportunities ( Peluang – faktor eksternal

positif)

(1)Dukungan dan prioritas pemerintah

pusat pada pengembangan koperasi dan

UMKMnasional

(2) Potensi ekonomi lokal SumateraBarat

(hasil pertanian, pariwisata, kerajinan,

kuliner)

(3) Perkembangan teknologi digital dan

peluang digitalisasi usaha

(4) Peningkatan minat generasi muda

padakewirausahaandan startup

d. Threats (Ancaman – faktor eksternal

negatif)

(1)Persaingan produk koperasi dan UKM

denganproduk industri besar dan impor

(2) Pemanfaatan teknologi informasi

yang belum optimal di kalangan pelaku

koperasi danUKM

(3) Ketidakpastian ekonomi global dan

nasional

(4) Perubahan perilaku konsumsi

masyarakat (lebih memilih produk



RENSTRA2025 -
2029 37

instan/online)

(5) Tantangan perubahan iklim, bencana

alam, dan inflasi

(6) Keterbatasanakses pembiayaan

(7) Keterbatasanakses pasar

Dengan mempertimbangkan hasil

identifikasi permasalahan dan akar

penyebabnya dalam pelaksanaan urusan

koperasi dan UKM, serta analisis terhadap

faktor internal (kekuatan dan kelemahan)

dan eksternal (peluang dan ancaman), maka

strategi yang dirumuskan untuk mencapai

tujuandan sasaranadalah sebagai berikut:

a. Kesulitan pelaku koperasi dan UMKM

memperoleh pembiayaan, prosedur rumit,

dan keterbatasan pembinaan agar bankable

dilakukandengan strategi :

1. Menjalin kemitraan strategis dengan

perbankan, lembaga keuangan mikro,

fintech, dan LPDB untuk kemudahan

akses permodalan

2. Mendorong digitalisasi proses pengajuan

pembiayaan dan pencairan kredit bagi

UMKM, mempercepat layanan, serta

edukasi keuangan

3. Melaksanakan pendampingan dan

pelatihan intensif agar pelaku koperasi

dan UMKM memenuhi kriteria

kelayakan pinjaman (“bankable”) dan

mampu memanfaatkan program KUR

serta penjaminankredit

b. Rendahnya adopsi teknologi dan inovasi,
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kurangnya forum serta sinergi asosiasi

dilakukandengan strategi:

1. Mendorong literasi digital melalui

pelatihan, inkubasi bisnis berbasis

digital, serta penyediaan platform

marketplace daerah

2. Penguatan Ekosistem Inovasi:

Memfasilitasi forum UMKM,

membangun jejaring dan kolaborasi

antar pelaku UMKM, asosiasi,

universitas, serta pelaku ekonomi

kreatif untuk berbagi pengetahuan dan

inovasi

3. Insentif Adopsi Teknologi: Memberikan

apresiasi atau insentif bagi koperasi

UMKM yang aktif berinovasi,

mengadopsi teknologi, dan

meningkatkanproduktivitasusahanya

c. Keterbatasan pasar, sulit masuk

nasional/internasional karena promosi

dan distribusi lemah dilakukan dengan

strategi:

1. Mengintensifkan pameran, expo, dan

promosi digital (media sosial, e-catalog,

platforme-commerce) produkUMKM

2. Membangun jejaring distribusi/bisnis

dengan retail modern, BUMN,

pemerintah daerah lain, bahkan ekspor,

melalui programbusinessmatching

3. Pelatihan manajemen pemasaran,

branding, pengemasan, dan pemasaran

berbasis digital bagi pelakuUMKM
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d. Banyak produk UMKM belum memenuhi

standar nasional/internasional (PIRT,

halal, dan lain-lain), lemahnya sinergi

stakeholder dilakukandengan strategi :

1. Mendampingi UMKM untuk

memperoleh izin edar (PIRT, SPP-IRT),

label halal, standar mutu, dan merk

dagang

2. Membangun sinergi dengan

instansi/lembaga terkait (BPOM, MUI,

Dinas Kesehatan, Dinas

Perindustrian/Perdagangan,

Kementerian teknis) dalam

mempermudahproses standarisasi

3. Mengadakan sosialisasi, klinik mutu,

dan pendampingan berkelanjutan dalam

penerapan standar produksi,

pengemasan, danpemasara.

Arah kebijakan Dinas Koperasi dan UKM

Provinsi Sumatera Barat dalam mencapai

tujuan dan sasaran tahun 2025-2029 adalah

sebagai berikut:

1. Meningkatkan kontribusi koperasi dan

UMKMdalamperekonomiandaerah

2. Mendorong peningkatan rasio

kewirausahaan

3. Meningkatkanproduktivitaskoperasi

4. Meningkatkan produktivitas UMKM non-

pertanian

5. Memperbaiki akuntabilitas kinerja

organisasi

6. Meningkatkan kualitas kelembagaan
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koperasi

7. Meningkatkan kapasitas usaha dan

keuangankoperasi

8. Memperkuat struktur organisasi dan

kualitasSDM.
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Tabel 3. 1. TeknikMerumuskanTujuandanSasaranJangka
MenengahPelayananDinasKoperasiUKMProvinsi Sumbar

Table 3.1 TeknikMerumuskanTujuandanSasaranRenstraDinasKoperasiUKM
Sumbar

N
O TUJUAN SASARAN INDIKATOR

KINERJA

Kon
disi
202
5

TARGETTAHUN

20
26

20
27

20
28

20
29

20
30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Meningkatny
akontribusi
koperasi dan
UMKMdalam
mendorong
pertumbuhan
ekonomi

RasioVolume
UsahaKoperasi
TerhadapPDRB

1,24 1,2
8
1,3
3
1,3
7
1,4
1
1,7
95

Rasio
Kewirausahaan

3,9
0
4,0
3
4,1
7
4,3
0
4,4
3
5,0
4

Meningkatnya
produktivitas
koperasi

Persentase
koperasi
berkualitas

25,1
5
25,
95

26,
79

27,
25

28,
65

29

Meningkatnya
produktivitas
UKM

Proporsi usaha
kecil dan
menengahnon
pertanian pada
level proponsi

2,6
9
2,7
05

2,7
2
2,7
4
2,7
5
3,3
4

Meningkatnya
akuntabilitas
kinerja
organisasi

NilaiEvaluasi
Akuntabilitas
Kinerja

BB
74,
41

BB
(78
)

A
(81
)

A
(8
2)

A
(8
2,5
)

A
(83
)
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Table 3.1 TeknikMerumuskanTujuandanSasaranRenstraDinasKoperasiUKM
Sumbar

N
O TUJUAN SASARAN INDIKATOR

KINERJA

Kon
disi
202
5

TARGETTAHUN

20
26

20
27

20
28

20
29

20
30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NilaiEvaluasi
Akuntabilitas
Kinerja

Tingkat kepuasan
terhadap
pelayanan
organisasi

90 92 93 94 95 96

Meningkatnya
kualitas
kelembagaan
koperasi

Persentase
koperasiRAT

53,
86

54,
52

55,
22

55,
82

56,
42

57,
02

Meningkatnya
kapasitas usaha
dankeuangan
koperasi

Persentase
peningkatan
volumeusaha
koperasi

1 1,5 1,7
3

2 2,2
5
2,5

Persentase
peningkatan
asset koperasi

1,58 1,6
9
1,8
5
1,9 2 2,1

9

Meningkatnya
Kesehatan dan
kepatuhan
koperasi

Persentase
koperasi sehat
dan cukup sehat

86 87 88 89 90 91

Persentase
koperasi yang
menindaklanjuti
rekomendai

67 69 71 73 75 77
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Table 3.1 TeknikMerumuskanTujuandanSasaranRenstraDinasKoperasiUKM
Sumbar

N
O TUJUAN SASARAN INDIKATOR

KINERJA

Kon
disi
202
5

TARGETTAHUN

20
26

20
27

20
28

20
29

20
30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
pengawasan

Meningkatnya
kapasitas
wirausaha

Jumlah
wirausaha
menjalin
kemitraan atau
ekspor

150 175 21
0
24
0
25
0
26
0

Meningkatnya
koperasi aktif

Jumlahkoperasi
aktif

2.4
33

2.4
48

2.4
68

2.4
88

2.5
08

2.5
28

Jumlahkoperasi
memiliki
sertifikatNIK

1.56
2

1.5
85

1.6
00

1.6
50

1.7
00

1.7
50

Meningkatnya
koperasi yang
memiliki izin
usaha simpan
pinjamkoperasi

Jumlahkoperasi
yangmemiliki
legalitas usaha

920 92
8
93
8
95
8
98
8
1.0
18

Meningkatnya
jumlah
koperasi yang

JumlahKoperasi
yangmempunyai
SOM,SOP,ART,
Persus

210 43
0
51
0
58
0
65
0
70
0
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Table 3.1 TeknikMerumuskanTujuandanSasaranRenstraDinasKoperasiUKM
Sumbar

N
O TUJUAN SASARAN INDIKATOR

KINERJA

Kon
disi
202
5

TARGETTAHUN

20
26

20
27

20
28

20
29

20
30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
mempunyai
kebijakan
untuk
menunjang
kegiatan
koperasi

Meningkatnya
kualitas SDM
pembina,
Pengurus, dan
Pengelola
Koperasi

Jumlah pembina,
Pengurus, dan
Pengelola
Koperasi yang
kompeten

673 90
0
1.0
50

1.2
00

1.3
50

1.6
00

Meningkatnya
KualitasData
Koperasi

Jumlah data
koperasi yang
akurat

2 2 2 2 2 2

Meningkatnya
Koperasi yang
bermitra

Persentase
koperasi yang
bermitra

5 5 5 5 5 5
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Table 3.1 TeknikMerumuskanTujuandanSasaranRenstraDinasKoperasiUKM
Sumbar

N
O TUJUAN SASARAN INDIKATOR

KINERJA

Kon
disi
202
5

TARGETTAHUN

20
26

20
27

20
28

20
29

20
30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Meningkatnya
vol usahakop
sector riil

Persentase vol
usahakoperasi
sektor riil
terhadapvol
usahakop

25 26 27 28 29 30

Meningkatnya
koperasi yang
telah
menerapkan
pola syariah

Persentase
koperasi yang
telah
menerapkan pola
syariah

8 9 10 11 12 13

Meningkatnya
SisaHasil
UsahaKoperasi

Persentase
peningkatan
SHUkop

1 1 1 1 1 1

Meningkatnya
Pemeriksaan
Kesehatan
Koperasi

Jumlahkoperasi
yang diperiksa
Kesehatannya

45 47 49 51 53 55
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Table 3.1 TeknikMerumuskanTujuandanSasaranRenstraDinasKoperasiUKM
Sumbar

N
O TUJUAN SASARAN INDIKATOR

KINERJA

Kon
disi
202
5

TARGETTAHUN

20
26

20
27

20
28

20
29

20
30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Meningkatnya
kapasitasSDM
Pengawas
Koperasi

JumlahSDM
Pengawas
Koperas

- 50
0
50
0
40
0
20
0
30
0

Meningkatnya
tindaklanjut
hasil
pengawasan
koperasi

Jumlahkoperasi
yang
menindaklanjuti
rekomendasi
hasil pengawasan

31 33 35 37 39 41

Terlaksananya
pembinaan
koperasi

Jumlahkoperasi
yang dibina

76 80 84 86 92 96

Meningkatnya
wirausaha baru

Jumlah
penumbuhan
wirausaha

100
0

15
0
25
0
30
0
40
0
50
0

Meningkatnya
wirausaha yang
difasilitasi

Jumlah
wirausaha yang
difasilitasi
legalitas usaha

150 175 20
0
22
5
25
0
27
5
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Table 3.1 TeknikMerumuskanTujuandanSasaranRenstraDinasKoperasiUKM
Sumbar

N
O TUJUAN SASARAN INDIKATOR

KINERJA

Kon
disi
202
5

TARGETTAHUN

20
26

20
27

20
28

20
29

20
30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
legalitas usaha
dan legalitas
produk

Jumlah
wirausaha yang
difasilitasi
legalitas produk

12 50 50 50 50 50

Meningkatnya
Pembiayaan
wirausaha

Jumlah
wirausaha
binaanyang
difasilitasi akses
pembiayaan

220 24
0
30
0
30
0
30
0
30
0

Meningkatnya
wirausaha yang
memiliki akses
pemasaran

Jumlah
wirausaha yang
difasilitasi akses
perluasan pasar

125 13
0
13
0
13
5
13
5
13
5

Meningkatnya
kualitas SDM
wirausaha

JumlahPelaku
wirausaha yg
meningkat
kompetensinya

50 60 70 80 90 10
0
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3.2. Strategi danArahKebijakan

Strategi dan arah kebijakan perangkat

daerah merupakan rumusan yang

komprehensif untuk mencapai tujuan

Renstra yang selaras dengan RPJMD, yang

mencakup transformasi kinerja, reformasi

birokrasi dan penetapan program prioritas.

Untuk arah kebijakan berfokus pada

prioritas sasaran misi sedangkan strategi

menjelaskan caramencapai sasaran tersebut.

Stretegi urusan koperasi dan UMKMyang

dirumuskan oleh Dinas Koperasi, UKM

adalah sebagai berikut :

Tujuan : Meningkatnya kontribusi koperasi

dan UMKM dalam mendorong

pertumbuhan ekonomi

Berdasarkan tujuan diatas, maka sasaran

yangakandicapai adalah :

1. Meningktanya produktivitas koperasi,

dengan indicator presentase koperasi

yangberkualitas

2. Meningktanya produktivitas UKM,

dengan indicator proporsi usaha kecil dan

menengah non pertanian pada level

propinsi

3. Meningktanya akuntabilitas kinerja

organisasi, dengan indicator nilai evaluasi

akuntabilitaskinerja

4. Meningktanya kualitas pelayanan
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organisasi, dengan indicator tingkat

kepuasan terhadappelayananorganisasi

SasaranKesatuMeningkatnya produktivitas

koperasi, dengan indicator presentase

koperasi yangberkualitas

Strategi :

1. Penguatan tata Kelola dan partisipasi

anggotakoperasi

2. Meningkatkan pemanfaatan digitalisasi

olehkoperasi

3. Meningkatkan SDM pengurus, pengelola

dananggotakoperasi

4. Perluasanakses pembiayaankoperasi

5. Peningkatan kemitraan koperasi untuk

membangun kolaborasi dan membuka

peluang rantai pasokyang lebihkuat

ArahKebijakan :

1. Meningkatkan pengawasan terhadap

kelembagaan koperasi serta

penyederhanaan tata Kelola koperasi

berbasis partisipasi anggota

2. Penerapan system digital oleh koperasi

dalampengelolaan, pemasaran produkdan

transparansi laporankoperasi

3. Melakukan Pendidikan dan pelatihan

manajemen, kewirausahaan, serta

pemanfaatan teknologi bagi pengurus dan
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anggotakoperasi

4. Membuka peluang kemitraan antara

koperasi dengan Lembaga keuangan baik

perbankanmaupunnonperbankan

5. Mendoron koperasi untuk bergerak di

sector riil gunamemperkuat rantai pasok

Sasaran Kedua Meningktanya produktivitas

UKM, dengan indicator proporsi usaha kecil

dan menengah non pertanian pada level

propinsi

Strategi :

1. Peningkatan kapasitasSDMUKM

2. Pemanfaatan teknologi dalam pemasaran

produk

3. Peningkatan inovasi produk untuk

memenuhi kebutuhandan trenpasar

4. Perluasanakses pembiayaanbagiUKM

ArahKebijakan :

1. Memberikan pelatihan manajemen bisnis,

keterampilan teknis produksi dan literasi

keuanganbagiUKM

2. Mendorong UKM dalam pemasaran

produkmelaluimarketplace

3. Memfasilitasi sertifikasi produk bagi

UMKM seperti halal, PIRT, dan BPOM

serta perbaikan kemasan agar produk

memiliki daya saing tinggi.

4. Mendorong UKM dalam memperluas

akses pembiayaan melalui kemitraan

dengan perbankan dan lebaga non
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perbankan.

Sasaran Ketiga Meningktanya akuntabilitas

kinerja organisasi, dengan indicator nilai

evaluasi akuntabilitaskinerja

Strategi :

1. Memastikan rencana strategis, rencana

kerja, hingga perjanjian kinerja (PK)

selaras dari tingkat atas hingga pegawai

individu

2. Menyusun sasaran kinerja

yang berfokus pada dampak (hasil),

bukanhanyaoutput kegiatan

3. Melakukan pengukuran kinerja yang

akurat, dengan indikator kinerja yang

tepat dan data yang didukung bukti

(evidence) yangvalid

ArahKebijakan :

1. Meningkatkan budaya kerja yang nyata

danbermanfaat bagimasyarakat

2. Efesiensi dan efektifitas dalam anggaran

yangdikeluarkan

3. Pemanfaatan teknologi dalam

pemanatauankinerja

Sasaran Keempat Meningktanya kualitas

pelayanan organisasi, dengan indicator

tingkat kepuasan terhadap pelayanan

organisasi

Strategi :

1. Pelaksanaan survey terhadap pelayanan

secara berkala
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2. Perbaikanprosedur pelayanan

3. Peningkatan sarana dan prasarana dalam

pelayanan

ArahKebijakan :

1. Meningkatkan kualitas dan kinerja

pelayanan

2. Mewujudkan tataKelola yang baik
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Tabel 3.2 (Tabel T-C.26)
Matrik Tujuan, Sasaran, serta Strategi dan Arah
Kebijakan Pembangunan UrusanKoperasi danUKM

Visi Kepala Daerah : Sumatera Barat Madani yangMaju dan
Berkeadilan

Misi 3KepalaDaerah :Nagari/Desa sebagai basis kemajuan

Misi 4KepalaDaerah : SumateraBaratPusatPerdagangan danBisnis Sumatera
BagianBarat

Misi 7KepalaDaerah : TingkatkanDayaSaingPariwisata danAkselerasiEkonomi
KreatifUntukusahakecil

Tujuan danSasaranDinasKoperasi,UsahaKecil danMenengahProvinsi
SumateraBarat

No. Tujuan Sasaran Strategi ArahKebijakan

1 Meningkatnya
kontribusi
koperasi dan
UMKMdalam
mendorong
pertumbuhan
ekonomi

Meningktanya
produktivitas
koperasi

1. Penguatan tata
Kelola dan
partisipasi anggota
koperasi

2.Meningkatkan
pemanfaatan
digitalisasi oleh

1. Meningkatkan

pengawasan

terhadap

kelembagaan

koperasi serta
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koperasi
3.Meningkatkan
SDM pengurus,
pengelola dan
anggota koperasi

4. Perluasan akses

pembiayaan

koperasi

5. Peningkatan

kemitraan

koperasi untuk

membangun

kolaborasi dan

membuka peluang

rantai pasok yang

lebihkuat

penyederhanaan

tata Kelola

koperasi berbasis

partisipasi

anggota

2. Penerapan

system digital

oleh koperasi

dalam

pengelolaan,

pemasaran

produk dan

transparansi

laporankoperasi

3. Melakukan

Pendidikan dan

pelatihan

manajemen,

kewirausahaan,

serta

pemanfaatan

teknologi bagi
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pengurus dan

anggotakoperasi

4. Membuka peluang

kemitraan antara

koperasi dengan

Lembaga

keuangan baik

perbankan

maupun non

perbankan

5. Mendoron
koperasi untuk
bergerakdi sector
riil guna
memperkuat
rantai pasok

Meningktanya
produktivitas
UMKM

1.Peningkatan

kapasitas SDM

UKM

2. Pemanfaatan

teknologi dalam

pemasaranproduk

1. Memberikan

pelatihan

manajemen

bisnis,

keterampilan

teknis produksi
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3. Peningkatan

inovasi produk

untuk memenuhi

kebutuhan dan tren

pasar

4. Perluasan akses
pembiayaan bagi
UKM

dan literasi

keuangan bagi

UKM

2. Mendorong UKM

dalam pemasaran

produk melalui

marketplace

3. Memfasilitasi

sertifikasi produk

bagi UMKM

seperti halal,

PIRT, dan BPOM

serta perbaikan

kemasan agar

produk memiliki

daya saing tinggi.

4.Mendorong UKM
dalam
memperluas akses
pembiayaan
melalui
kemitraan dengan
perbankan dan
lebaga non
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perbankan

Meningktanya
akuntabilitas
kinerja
organisasi

1. Memastikan

rencana strategis,

rencana kerja,

hingga perjanjian

kinerja (PK)

selaras dari

tingkat atas

hingga pegawai

individu

2. Menyusun

sasaran kinerja

yang berfokus

pada dampak

(hasil), bukan

hanya output

kegiatan

3. Melakukan

pengukuran

kinerja yang

akurat, dengan

1. Meningkatkan

budaya kerja yang

nyata dan

bermanfaat bagi

masyarakat

2. Efesiensi dan

efektifitas dalam

anggaran yang

dikeluarkan

3. Pemanfaatan

teknologi dalam

pemanatauan

kinerja



RENSTRA2025 -
2029 58

indikator kinerja

yang tepat dan

data yang

didukung bukti

(evidence) yang

valid

Meningktanya
kualitas
pelayanan
organisasi

1. Pelaksanaan

survey terhadap

pelayanan secara

berkala

2. Perbaikan

prosedur

pelayanan

3. Peningkatan

sarana dan

prasarana dalam

pelayanan

1. Meningkatkan
kualitas dan
kinerja pelayanan

2. Mewujudkan
tata Kelola
pelayanan yang
baik
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Tabel 3.3
PenahapanRenstraPerangkatDaerahTahun2025 –2029

Sasaran

RPJMD

Strategi ArahKebijakan

TahunI

(2025)

TahunII

(2026)

Tahun

III

(2027)

TahunIV

(2028)

TahunV

(2029)

ArahKebijakanMisi 3Nagari/Desa sebagai basisKemajuan

Meningkatn

ya

kemandiria

n

desa/nagari

berbasis

potensi

lokal

Pembentuk

anPusat

Kreatifitas

Nagari

(Nagari

Creative

Hub)

sebagai

inovasi dan

Dukungan

untuk

pendampin

gandan

pelatihan

kepada

pelaku

usahakecil

Dukungan

untuk

pendampi

ngan dan

pelatihan

kepada

pelaku

usaha

Dukungan

untuk

pendampin

gan dan

pelatihan

kepada

pelaku

usahakecil

Dukungan

untuk

pendampin

gan dan

pelatihan

kepada

pelaku

usahakecil

Dukungan

untuk

pendampin

gan dan

pelatihan

kepada

pelaku

usahakecil
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Sasaran

RPJMD

Strategi ArahKebijakan

TahunI

(2025)

TahunII

(2026)

Tahun

III

(2027)

TahunIV

(2028)

TahunV

(2029)

wirausaha

melalui

Internet

Gratis,

MedanNan

Bapaneh,

Suduik

usaha

kecil, Teras

Nagari

kecil

ArahKebijakanMisi 4SumateraBaratPusatPerdagangandanBisnisSumatera

BagianBarat

Meningkatk

an

investasi,

perdaganga

n, dandaya

Memperku

at peran

ekonomi

dan

keuangan

Melakukan

pemetaan

potensi

daerah

yang bisa

Menyedia

kan

fasilitas

pembiayaa

n syariah

Mengintegr

asikan

sistem

informasi

antar-

Menjalin

kemitraan

strategis

dengan

pelaku

Menyusun

Roadmap

Keberlanju

tanZona

Ekonomi
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Sasaran

RPJMD

Strategi ArahKebijakan

TahunI

(2025)

TahunII

(2026)

Tahun

III

(2027)

TahunIV

(2028)

TahunV

(2029)

saing

industri

daerah

syariah

untuk

meningkat

kan

pertumbuh

an ekonomi

dikembang

kan secara

syariah,

seperti

produk

halal,

pariwisata

ramah

muslim,

danusaha

kecil

syariah

dan

program

inkubasi

bisnis bagi

usaha

kecil yang

bergerak

di sektor

halal

untuk

mendoron

g

pertumbu

hanusaha

yang

berkelanj

utandan

sesuai

OPD,

lembaga

keuangan

syariah,

dan

pemangku

kepentinga

n lainnya

guna

mendukun

gkebijakan

berbasis

data dalam

pengemban

gan

ekonomi

syariah.

usaha,

lembaga

keuangan,

dan

investor

dari

negara-

negara

Islamserta

pelaku

pasarhalal

global

Syariah

untuk

memastika

n

kesinambu

ngan

pembangun

an

ekonomi

syariah

pasca

tahun

2030.
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Sasaran

RPJMD

Strategi ArahKebijakan

TahunI

(2025)

TahunII

(2026)

Tahun

III

(2027)

TahunIV

(2028)

TahunV

(2029)

prinsip

syariah

ArahKebijakanMisi 7 TingkatkanDayaSaingPariwisata danAkselerasi

EkonomiKreatifUntukusahakecil

Memperkua

t peran

ekonomi

kreatif

dalam

mendukung

pertumbuha

nusaha

kecil

Penyelengg

araan event

danpekan

budaya dan

olah raga

wisata

secara

berkelanjut

an

Memberda

yakan

usahakecil

ekonomi

kreatif

agar siap

terlibat

dalam

event

melalui

pelatihan,

penyediaan

bahan

baku, serta

Memberda

yakan

usaha

kecil

ekonomi

kreatif

agar siap

terlibat

dalam

event

melalui

pelatihan,

penyediaa

nbahan

Memberda

yakan

usahakecil

ekonomi

kreatif

agar siap

terlibat

dalam

event

melalui

pelatihan,

penyediaan

bahan

baku, serta

Memberda

yakan

usahakecil

ekonomi

kreatif

agar siap

terlibat

dalam

event

melalui

pelatihan,

penyediaan

bahan

baku, serta

Memberda

yakan

usahakecil

ekonomi

kreatif

agar siap

terlibat

dalam

event

melalui

pelatihan,

penyediaan

bahan

baku, serta
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Sasaran

RPJMD

Strategi ArahKebijakan

TahunI

(2025)

TahunII

(2026)

Tahun

III

(2027)

TahunIV

(2028)

TahunV

(2029)

bantuan

pengemban

gandesain

dan

produk.

baku,

serta

bantuan

pengemba

ngan

desain dan

produk.

bantuan

pengemban

gan desain

dan

produk.

bantuan

pengemban

gan desain

dan

produk.

bantuan

pengemban

gan desain

dan

produk.
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BAB IV

PROGRAM,KEGIATAN,SUBKEGIATAN

DANKINERJAPENYELENGGARAAN

BIDANGURUSAN

4.1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

PerangkatDaerah

Pada tahun 2025 - 2029, dengan mengacu

padaPeraturanMenteri DalamNegeri Nomor 90

tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri

Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun

2023 tentang Perubahan atas Keputusan

Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun

2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan

Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah, terdapat

delapan program yang akan dilaksanakan pada

tahun2029 - 2030sebagai berikut :

1) Program Pelayanan Izin Usaha Simpan

Pinjam

Program ini merupakan implementasi dari

pembagian urusan pemerintahan bidang

Koperasi dan UKM dalam Undang – Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah pada sub urusan Izin Usaha Simpan

Pinjam. Pada pembagian urusan tersebut,

Pemerintah daerah provinsi bertugas dalam
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Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk

koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas

daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu)

DaerahProvinsi. Adapun sasaran program ini

adalah melakukan Fasilitasi pengajuan izin

usaha simpan pinjam Koperasi. Indikator

keberhasilan program ini diukur dengan

Persentase penerbitan izin USP koperasi. Di

dalam program ini terdapat 2 Kegiatan, 2 Sub

Kegiatan yaitu: 1) kegiatan Penerbitan Izin

UsahaSimpanPinjamuntukKoperasi dengan

Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah

Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah

Provinsi dengan Sub Kegiatan Fasilitasi Izin

Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi

Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah

Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah

Provinsi, dan 2) kegiatan Penerbitan Izin

Pembukaan Kantor Cabang, Cabang

Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan

Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah

Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dengan Sub

Kegiatan Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan

Kantor Cabang, CabangPembantu danKantor

KasKoperasi SimpanPinjam untukKoperasi

dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah

Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah

Provinsi.
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2) Program Pengawasan dan Pemeriksaan

Koperasi

Program ini merupakan implementasi dari

pembagian urusan pemerintahan bidang

Koperasi dan UKM dalam Undang – Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah pada sub urusan Pengawasan dan

Pemeriksaan. Adapun sasaran program ini

adalah melakukan Pengawasan atas

kelembagaan dan kegiatan usaha Koperasi.

Indikator keberhasilan program ini diukur

denganPersentaseKoperasi yangBerkualitas.

Di dalam program ini terdapat 2 kegiatan, 2

Sub Kegiatan yaitu : (1) Kegiatan

Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang

Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah

Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah

Provinsi dengan Sub Kegiatan Penguatan

Tata Kelola Kelembagaan Koperasi; (2)

Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan

Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan

Pinjam Koperasi yang Wilayah

Keanggotaannya Lintas Daerah

Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah

Provinsi dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan

Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang

Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah

Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah

Provinsi.

3) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP
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Koperasi

Program ini merupakan implementasi dari

pembagian urusan pemerintahan bidang

Koperasi dan UKM dalam Undang – Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah pada sub urusan Penilaian Kesehatan

KSP / USP Koperasi. Adapun sasaran

program ini adalah Melakukan pengawasan

atas kegiatan usaha Koperasi Simpan Pinjam

/ Usaha Simpan Pinjam Koperasi. Indikator

keberhasilan program ini diukur dengan

Persentase koperasi yang sehat. Di dalam

program ini terdapat 1 kegiatan, 1 Sub

Kegiatan yaitu : Kegiatan Penilaian

Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit

Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah

Keanggotaanya Lintas Daerah

Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah

Provinsi dengan Sub Kegiatan Penilaian

Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola,

Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan

Permodalan.

4) Program Pendidikan dan Latihan

Perkoperasian

Program ini merupakan implementasi dari

pembagian urusan pemerintahan bidang

Koperasi dan UKM dalam Undang – Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah pada sub urusan Pendidikan dan

Latihan Perkoperasian. Adapun sasaran
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program ini adalah Meningkatkan kualitas

SDM Koperasi dan UKM melalui pelatihan.

Indikator keberhasilan program ini diukur

dengan Persentase koperasi yang mengikuti

pelatihan. Di dalam program ini, pada Tahun

2024 terdapat 1 kegiatan yaitu Kegiatan

Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi

Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah

Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah

Provinsi dengan Sub Kegiatan Peningkatan

Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian

serta Kapasitas dan Kompetensi SDM

Koperasi.

5) Program Pemberdayaan dan Perlindungan

Koperasi

Program ini merupakan implementasi dari

pembagian urusan pemerintahan bidang

Koperasi dan UKM dalam Undang – Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah pada sub urusan Pemberdayaan dan

PerlindunganKoperasi. Adapun sasaran

program ini adalah Meningkatkan

pemberdayaan dan perlindungan pada aspek

kelembagaan Koperasi serta meningkatkan

kualitas produk dan usaha koperasi,

perluasan akses pembiayaan bagi koperasi,

serta perluasan akses pemasaran produk

koperasi. Indikator keberhasilan program ini

diukur dengan Persentase Koperasi yang

telah diberdayakan dan dilindungi. Di dalam
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program ini terdapat 1 kegiatan dan 4 Sub

kegiatan yaitu: Kegiatan Pemberdayaan dan

PerlindunganKoperasi yangKeanggotaannya

LintasDaerahKabupaten/Kota dalam 1 (satu)

Daerah Provinsi dengan Sub Kegiatan : 1)

Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah,

Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan

Kelembagaan, Penataan Manajemen,

Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha, 2)

Pembinaan danPendampinganBagiKeluarga

dan Kelompok Masyarakat yang Akan

Membentuk

Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi, 3)

Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang

Keanggotaannya Lintas Daerah

Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah

Provinsi, dan 4) Fasilitasi Akses Permodalan

Koperasi yang Keanggotaannya Lintas

Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)

DaerahProvinsi.

6) Program Pemberdayaan Usaha Menengah,

UsahaKecil, DanUsahaMikro (UMKM)

Program ini merupakan implementasi dari

pembagian urusan pemerintahan bidang

Koperasi dan UKM dalam Undang – Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah pada sub urusan Pemberdayaan

UMKM. Adapun sasaran program ini adalah

Meningkatkan pemberdayaan UKM pada

aspek kelembagaan, produksi, perluasan
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akses pembiayaan, dan perluasan akses pasar

produk UKM. Indikator keberhasilan

program ini diukur dengan Persentase

UMKM yang telah diberdayakan. Di dalam

program ini terdapat 1 kegiatan dan 7 Sub

kegiatan yaitu: Kegiatan Pemberdayaan

Usaha Kecil yang dilakukan Melalui

Pendataan,Kemitraan,KemudahanPerijinan,

Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi

Dengan Para Pemangku Kepentingan dengan

SubKegiatanyaitu 1)Menumbuhkembangkan

UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh

dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan

Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan

Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan

Pengentasan Kemiskinan, 2) Peningkatan

Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta

Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan

Kewirausahaan, 3) Fasilitasi Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah, 4) Penyusunan

Basis Data Usaha Kecil, 5) Fasilitasi Hak

Kekayaan Intelektual Usaha Kecil, 6)

Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi

Usaha dan Perizinan Barusaha bagi Usaha

Kecil.

7) ProgramPengembanganUMKM

Program ini merupakan implementasi dari

pembagian urusan pemerintahan bidang

Koperasi dan UKM dalam Undang – Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
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Daerah pada sub urusan Pengembangan

UMKM. Adapun sasaran program ini adalah

Meningkatkan kualitas produk UKM serta

peningkatan kualitas pemasaran produk

UKM. Indikator keberhasilan program ini

diukur dengan Persentase UMKM yang telah

dikembangkan. Di dalam program ini terdapat

1 kegiatan dan 5 Sub Kegiatan yaitu: Kegiatan

Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi

Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha

Menengah dengan Sub Kegiatan yaitu : 1)

Produksi dan Pengolahan, Pemasaran,

Sumber Daya Manusia, serta Desain dan

Teknologi, 2) Peningkatan Pemahaman dan

Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan

Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM, 3)

Pengembangan Usaha Kecil, 4) Penumbuhan

dan Pengembangan Kewirausahaan dan 5)

Fasilitasi InkubatorUsahaKecil.

8) ProgramPenguatanBadanHukumKoperasi

Program ini bertujuan untuk meningkatkan

kualitas dan daya saing koperasi sebagai

badan usaha, serta memperkuat peran

koperasi dalam perekonomian

nasional. Program ini mencakup berbagai

aspek,mulai dari pembentukan badan hukum,

pembinaan kelembagaan, pengembangan

sumber daya manusia, fasilitasi pembiayaan,

hingga pengembangan pemasaran dan

promosi. Adapun sasaran program penguatan
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badan hukum koperasi mencakup

peningkatan kualitas tata kelola koperasi,

penguatan permodalan, dan peningkatan

kapasitas sumber daya manusia koperasi,

serta mendorong pertumbuhan koperasi yang

kuat danmandiri.

Indikator keberhasilan program ini diukur

dengan Persentase koperasi yang memiliki

izin usaha simpan pinjam. Di dalam program

ini terdapat 4 kegiatan dan 4 Sub Kegiatan

yaitu: 1) kegiatan pemberian pendampingan

dan penyuluhan pendirian koperasi dengan

Sub kegiatan Fasilitasi Pendampingan dan

Penyuluhan Pendirian Koperasi; 2) kegiatan

Penguatan peran notaris pembuat akta

koperasi dengan Sub Kegiatan Fasilitasi

PemberianAktaNotaris bagiKoperasi;

9) Program Penunjang Pemerintahan Daerah

Padaprogram ini terdapat 7kegiatanyaitu:

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

dengan 9 Sub Kegiatan yaitu : 1)

Penyusunan Dokumen Perencanaan

Perangkat Daerah, 2) Koordinasi dan

Penyusunan Dokumen RKA- SKPD, 3)

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen

PerubahanRKA-SKPD, 4) Koordinasi dan

Penyusunan DPA-SKPD, 5) Koordinasi

dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD,

6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan
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Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD, 7) Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah, 8) Pelaksanaan

Pengumpulan Data Statistik Sektoral

Daerah dan 9) Penyusunan Dokumen

Perencanaan Urusan Selain Renstra PD

danRenjaPD.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan

Perangkat Daerah dengan 8 Sub Kegiatan

yaitu : 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan

ASN, 2) Penyediaan Administrasi

Pelaksanaan Tugas ASN, 3) Pelaksanaan

Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi

Keuangan SKPD, 4) Koordinasi dan

Pelaksanaan Akuntansi SKPD, 5)

Koordinasi dan Penyusunan Laporan

Keuangan Akhir Tahun SKPD, 6)

Pengelolaan dan Penyiapan Bahan

Tanggapan Pemeriksaan, 7) Koordinasi

dan Penyusunan Laporan Keuangan

Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD

dan8)PenyusunanPelaporan danAnalisis

PrognosisRealisasiAnggaran.

c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian

Perangkat Daerah dengan 2 Sub Kegiatan

yaitu 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Atribut Kelengkapannya, 2) Pendidikan

dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas

danFungsi.

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat
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Daerah dengan 7 Sub Kegiatan yaitu : 1)

Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, 2)

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor, 3) Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga, 4) Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan, 5) Penyediaan Bahan

Bacaan dan Peraturan Perundang-

Undangan, 6) Penyediaan Bahan/Material,

7) Fasilitasi Kunjungan Tamu dan 8)

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan

KonsultasiSKPD.

e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

dengan 6 Sub Kegiatan yaitu: 1) Pengadaan

Kendaraan Perorangan Dinas atau

Kendaraan Dinas Jabatan, 2) Pengadaan

Kendaraan Dinas Operasional atau

Lapangan, 3) Pengadaan Mebel, 4)

PengadaanPeralatan danMesinLainnya, 5)

Pengadaan Aset Tetap Lainnya dan 6)

Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan

Lainnya.

f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang

Urusan Pemerintahan Daerah dengan 4

Sub Kegiatan yaitu : 1) Penyediaan Jasa

Surat Menyurat, 2) Penyediaan Jasa

Komunikasi, SumberDayaAir danListrik,

3) Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor dan 4) Penyediaan
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JasaPelayananUmumKantor.

g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik

Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah dengan 8 Sub Kegiatan yaitu : 1)

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya

Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas

Jabatan, 2)Penyediaan JasaPemeliharaan,

Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan

Kendaraan Dinas Operasional atau

Lapangan, 3) Pemeliharaan Mebel, 4)

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Lainnya, 5) Pemeliharaan Aset Tetap

Lainnya, 6) Pemeliharaan Aset Tak

Berwujud dan 7)

Pemeliharaan/Rehabilitasi GedungKantor

danBangunanLainnya
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45

Tabel4.1.

Program,Kegiatan, SubKegiatandanPendanaan
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Selain program, kegiatan dan sub kegiatan

diatas,DinasKoperasi, UKMProvinsi Sumatera

Barat sebagai salah satu perangkat daerah yang

mendukung pencapaian indicator tujuan kepala

daerah juga memiliki program, kegiatan dan sub

kegiatan prioritas yang mendukung program

prioritas pembangunan daerah. Program,

kegiatandan subkegiatan tersebut adalah :

Tabel4.2
Program/Kegiatan/SubKegiatanMendukung
ProgramPrioritasPembangunanDaerah

Tujuan/Sa
saran

Outco
me

Program/Kegiata
n/SubKegiatan
Prioritas

Program
Unggulan

Tujuan :
Nagari/Des
aSebagai
Basis
Kemajuan
Yang
Mandiri
Dan
Berdaya
Saing
Untuk
Mendukung
Kota
Sebagai
Pusat :Pert
umbuhan
Sasaran :
Meningkatn
ya
kemandiria
n
desa/nagari
berbasis
potensi
lokal

Meningk
atnya
kapasita
s usaha
kecil
yang
tangguh
dan
mandiri

I

I
I

Program :
Pemberdayaan
Usaha
Menengah,
UsahaKecil,
DanUsaha
Mikro (usaha
kecil)
Kegiatan :
Pemberdayaan
UsahaKecil
yang dilakukan
melalui
Pendataan,
Kemitraan,
Kemudahaan
Perjanjian,
Penguatandan
Koordinasi
denganpara
pemangku
SubKegiatan :
Menumbuhkem
bangkanUMKM
untukMenjadi
Usahayang
Tangguh dan
Mandiri
Sehingga dapat
Meningkatkan
Penciptaan
LapanganKerja,

Memfasilitas
i dan
Mendorong
BUMNag
sebagai
Penggerak
Ekonomi
Nagari
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Tujuan/Sa
saran

Outco
me

Program/Kegiata
n/SubKegiatan
Prioritas

Program
Unggulan

Pemerataan
Pendapatan,
Pertumbuhan
Ekonomi, dan
Pengentasan
Kemiskinan

Program :
Pengembangan
UMKM
Kegiatan :
Pengembangan
UsahaKecil
dengan
Orientasi
Peningkatan
SkalaUsaha
menjadiUsaha
Menengah
SubKegiatan :
Pengembangan
UsahaKecil

Tujuan :
Terwujudn
ya
Pertumbuh
anEkonomi
Daerah
yang
Inklusif,
Berdaya
Saing, dan
Berkelanjut
anmelalui
Penguatan
Perdaganga
n, Investasi,
Industri,
dan Inovasi
Sasaran :
Mendorong
pertumbuha
nusaha
kecil dan
industri
kecil-
menengah
sebagai
pilar
ekonomi
daerah

Meningk
atnya
daya
saing
usaha
kecil

I

I
I

Program :
Pengembangan
usahakecil
Kegiatan :
Pengembangan
UsahaKecil
dengan
Orientasi
Peningkatan
SkalaUsaha
menjadiUsaha
Menengah
SubKegiatan :
Pengembangan
UsahaKeci
Program :
Pemberdayaan
Usaha
Menengah,
UsahaKecil,
DanUsaha
Mikro (usaha
kecil)
Kegiatan :
Pemberdayaan
UsahaKecil
yang dilakukan
melalui
Pendataan,

Akselerasi
Capaian
Program
Milenial dan
Women
Entrepreneu
r
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Tujuan/Sa
saran

Outco
me

Program/Kegiata
n/SubKegiatan
Prioritas

Program
Unggulan

Kemitraan,
Kemudahaan
Perjanjian,
Penguatandan
Koordinasi
denganpara
pemangku
SubKegiatan :
Menumbuhkem
bangkanUMKM
untukMenjadi
Usahayang
Tangguh dan
Mandiri
Sehingga dapat
Meningkatkan
Penciptaan
LapanganKerja,
Pemerataan
Pendapatan,
Pertumbuhan
Ekonomi, dan
Pengentasan
Kemiskinan

Tujuan :
Pariwisata
yang
Berdaya
Saing dan
Akselerasi
Ekonomi
Kreatif
untuk
Pertumbuh
anyang
Berkelanjut
an
Sasaran :
Peningkata
n
Kontribusi
Ekonomi
kreatif

Meningk
atnya
kapasita
s usaha
kecil
yang
tangguh
dan
mandiri

IProgram :
Pemberdayaan
Usaha
Menengah,
UsahaKecil,
DanUsaha
Mikro (usaha
kecil)
Kegiatan :
Pemberdayaan
UsahaKecil
yang dilakukan
melalui
Pendataan,
Kemitraan,
Kemudahaan
Perjanjian,
Penguatandan
Koordinasi
denganpara
pemangku
SubKegiatan :
Menumbuhkem
bangkanUMKM
untukMenjadi
Usahayang

Penguatan
Potensi
WisataHalal
dan
Penguatan
Pelaku
Usaha
Pariwisata
dan
Ekonomi
Kreatif
dengan
Sertifikasi
Kompetensi



RENSTRA2025 –
2029 66

Tujuan/Sa
saran

Outco
me

Program/Kegiata
n/SubKegiatan
Prioritas

Program
Unggulan

Tangguh dan
Mandiri
Sehingga dapat
Meningkatkan
Penciptaan
LapanganKerja,
Pemerataan
Pendapatan,
Pertumbuhan
Ekonomi, dan
Pengentasan
Kemiskinan

Meningk
atnya
daya
saing
usaha
kecil

IProgram :
Pengembangan
usahakecil
Kegiatan :
Pengembangan
UsahaKecil
dengan
Orientasi
Peningkatan
SkalaUsaha
menjadiUsaha
Menengah
SubKegiatan :
Pengembangan
UsahaKecil

Penguatan
Potensi
WisataHalal
dan
Penguatan
Pelaku
Usaha
Pariwisata
dan
Ekonomi
Kreatif
dengan
Sertifikasi
Kompetensi

4.2. IndikatorKinerjaPerangkatDaerah

Pada bagian ini dikemukakan indikator

kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung

menunjukkan kinerja yang akan dicapai

Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang

sebagai komitmen untukmendukung pencapaian

tujuan dan sasaran RPJMD 2025-2030.
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Indikator kinerja perangkat daerah yang

mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

disajikanmelalui tabel 4.3 dan4.4berikut ini :

Tabel4.3
TargetKeberhasilanPencapaian

IndikatorKinerjaUtama (IKU)RenstraPerangkat
Daerah

Tahun2025–2029

No. Indikator
Kinerja

Utama(IKU)

Sat Base
line
(202
5)

Target Kon
disi
Akhi
r

20
26
20
27
20
28
20
29
20
30

1 Rasio volume
usaha
koperasi
terhadap
PDRB

% 1,24 1,2
8
1,3
3
1,3
7
1,4
1
1,7
95
1,795

2 Rasio
Kewirausaha
an

% 3,90 4,0
3
4,1
7
4,3
0
4,4
3
5,0
4
5,04

3 Persentase
koperasi
berkualitas

% 25,1
5
25,
95
26,
79
27,
25
28,
65
29 29

4 Proporsi
usahakecil
dan
menengah
nonpertanian
pada level
proponsi

% 2,69 2,7
05
2,7
2
2,7
4
2,7
5
3,3
4
3,34

Tabel4.4
TargetKeberhasilanPencapaian

IndikatorKinerjaKunci (IKK)RenstraPerangkat
Daerah

Tahun2025–2029

N
o.

Indikator
Kinerja
Utama
(IKU)

S
at
Base
line
(20
25)

Target Kond
isi
Akhi
r

20
26
20
27
20
28
20
29
20
30
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N
o.

Indikator
Kinerja

S
at
Base
line

Target Kond
isi

1. Rasio
Kewirausaha
anDaerah

% 3,90 4,
03
4,1
7
4,3
0
4,4
3
5,0
4
5,04

2. RasioVolume
Usaha
Koperasi
terhadap
PDRB

% 1,24 1,2
8
1,3
3
1,371,41 1,7

95
1,795

3. Proporsi
Jumlah
UsahaKecil
dan
Menengah

% 2,69 2,7
05
2,7
2
2,7
35
2,7
5
2,7
65
2,765

4. Persentase
koperasi
berkualitas

% 25,1525,
95
26,
79
27,
25
28,
65
29 29

5 Pertumbuhan
Volume
Usaha
Koperasi

% 1,23 1,51,73 2 2,2
5
2,5 2,5

6 Persentase
Pengawasan
dan
Pemeriksaan
Koperasi

% 70 75 78 82 85 88 88

7 Persentase
Koperasi
Aktif

% 59,7 61,
2
62,
9
63,
86
64,
76
65,
13
65,13

8 Persentase
Koperasi
yang
Diberikan
Dukungan
Fasilitasi
Pelatihan

% 80 85 90 92 94 95 95

9 Persentase
Peningkatan
Koperasi
yang
Berkualitas

% 1,26 1,6
3
2,4
1
2,7
5
3,0
5
3,7 3,7

10 Persentase
peningkatan
usahakecil
yang sudah
memiliki
legalitas
usaha

% 5 5 5 5 5 5 5

11 Pertumbuhan
Wirausaha

% 6 6,1
3
6,1
9
6,2
2
6,4 6,5

3
6,53

12 Proporsi
UKM
Menjalin

% 1,44 1,7
8
2,0
1
2,2
4
2,4
5
2,6
5
2,65
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N
o.

Indikator
Kinerja

S
at
Base
line

Target Kond
isi

Kemitraan
danEkspor

13 Persentase
ketercapaian
penunjang
urusan
pemerintahan
daerah
provinsi

% 100 10
0
100100100100 100
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BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas

Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat

disusun mengacu kepada Rencana

Pembangunan Jangka Menengan Daerah

Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 - 2029.

Dalam pencapaian Rencana Strategi 5 (lima)

tahun kedepan Dinas Koperasi, UKM

mengacu kepada rencana target yang telah

disusundalamRPJMD.

Rencana Strategis 2025-2029 ini memuat

pokok-pokok capaian dan evaluasi kinerja

pada tahun tahun sebelumnya, penetapan isu-

isu strategis berdasarkan penetapan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Tahun 2025-2029 yang kemudian

dijabarkan dalam strategi kebijakan dan

program kegiatan Dinas untuk lima tahun ke

depan. Renstra ini disusun dan disajikan

secara ringkas dengan harapan agar dapat

memberikan informasi yang cukup memadai

mengenai rencana pemberdayaan koperasi

dan UMKM di Provinsi Sumatera Barat pada

tahun2025 - 2030

Dalam Rencana Stragtegis Tahun 2025-

2029 yang memuat arah, rencana kerja,
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kebijakan, program dan kegiatan serta

indicator kinerja pembangunan urusan

Koperasi dan UKM yang disusun dengan

berbasi kinerja, sesuai dengan tugas pokok

dan fungsi dari Dinas Koperasi, UKM

Provinsi Sumatera Barat. Kedepan arah

pemberdayaan KUKM diharapkan benar-

benar memnyentuh pemberdayaan KUKM

dengan kondisi alokasi anggaran yang sangat

terbatas.

5.1. Kaidah-kaidahpelaksanaan

Dalam rangka menjaga kesinambungan

pencapaian tujuan dan sasaran perangkat

daerah, terdapat kaidah-kaidah pelaksanaan

sebagai berikut :

1. Setiap unit kerja yaitu secretariat, bidang-

bidang, UPTD dan seluruh staf Dinas

Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat

secara bersama sama bertanggungjawab

menjaga konsistensi antaraRenstra, Renja

danDokumenPelaksanaanAnggaran.

2. Untuk menjaga efektifitas dan efesiensi

pelaksanaan Renstra 2025 – 2029 akan

dilakukan pengendalian dan evaluasi

secara berkala

5.2. Pengendalian dan Evaluasi
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Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah

yang Meliputi Pengendalian dan Evaluasi

Terhadap Kebijakan Renstra Perangkat

Daerah, dan Evaluasi terhadap Hasil

RenstraPerangkatDaerah

Pengedalian dan evaluasi pelaksanaan

Renstra merupakan serangkaian proses

pemantauan dan penilaian sistematis

terhadap pelaksanaan program dan kegiatan.

Tujuannya adalah untuk memastikan

tercapainya target kinerja serta

mengidentifikasi hambatan lebih awal untuk

mengambil tindakan perbaikan dengan

harapan hasil pembangunan sesuai dengan

sasaranOPD.

Beberapa tahapan dalam pelaksanaan dan

evaluasiRenstra adalah sebagai berikut :

1. TahapnPengendalianRenstra

Pada tahap ini pengendalian dilakukan

secara terus menerus selama periode

pelaksanaan rencana untuk menjamin

proses berjalan sesuai arahkebijakan.

2. Tahapanpemantauan Renstra

Dalam tahap pemantauan ini pelaksanaan

program, penyerapan anggaran serta

kendala dalam pelaksanaan program

menjadi focus pemantauan.

3. Tahapan evaluasiRenstra

Pada tahapan evaluasi ini dilakukan
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penilaian atas pencapaian target kinerja

keluaran (output), dan hasil (outcome)

serta menganalisi factor pendukung dan

penghambat



Lampiran 1

Meta Data Indikator Kinerja Renstra 2025-2029

Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Nama Indikator Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)
Definisi Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB merupakan

perbandingan antara volume usaha koperasi terhadap PDRB masing-
masing daerah. Volume usaha koperasi merupakan nilai penjualan
atau penerimaan barang dan jasa serta penyaluran pinjaman dan
pembiayaan dalam satu periode atau tahun buku tertentu. PDRB
merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit
usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai
barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.
PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang
dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap
tahun.

Metode
Perhitungan
Interpretasi Semakin besar rasio volume usaha koperasi daerah terhadap PDRB,

merepresentasikan semakin besar kontribusi koperasi terhadap
perekonomian daerah tersebut.

Sumber Data ● Volume usaha koperasi daerah: ODS Koperasi. Kementerian
Koperasi dan UKM.

● PDRB: PDRB Seri 2010. Badan Pusat Statistik.
Frekuensi Tahunan

Nama Indikator Rasio Kewirausahaan
Definisi Rasio kewirausahaan daerah merupakan perbandingan jumlah

orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah
dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama.
Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar adalah berusaha
atas resiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang
buruh atau pekerja tetap yang dibayar. Penduduk yang termasuk
angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih)
yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja
dan pengangguran.

Rumus Perhitungan

Interpretasi Pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap mengindikasikan
adanya orientasi untuk tumbuh dengan merekrut tenaga kerja
tetap. Semakin besar pengusaha yang berusaha dibantu buruh
tetap, semakin banyak penyerapan tenaga kerja tetap oleh para
pengusaha.

Sumber Data • Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB = Vol Usaha Koperasi Daerah x 100%
PDRB

Rasio Kewirausahaan Daerah = Berusaha dibantu buruh tetap Daerah x 100%
Total Angkatan Kerja Daerah



• Badan Pusat Statistik
Frekuensi • Sakernas dilaksanakan dua kali dalam setahun (Februari dan

Agustus).
• Perhitungan untuk indikator merujuk pada Sakernas bulan

Agustus.

Nama Indikator Persentase Koperasi yang Berkualitas
Definisi Persentase Koperasi yang Berkualitas adalah ukuran yang

menggambarkan proporsi jumlah koperasi yang memenuhi kriteria
berkualitas (Koperasi RAT dengan asset dan omset meningkat)
tertentu dari satu periode waktu ke periode waktu berikutnya dalam
suatu wilayah (misalnya, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional).
Indeks ini mencerminkan keberhasilan upaya pembinaan dan
pengembangan koperasi dalam meningkatkan kualitas organisasi,
usaha, dan kontribusinya.

Rumus Perhitungan

Keterangan :
 Jumlah Koperasi RAT, meningkat Asset dan Omset = jumlah

koperasi yang telah melaksanakan RAT serta meningkat Asset
dan Omsetnya

 Jumlah Total Koperasi = jumlah seluruh koperasi provinsi dan
koperasi kab/kota

Interpretasi Nilai positif menunjukkan adanya peningkatan jumlah koperasi yang
berkualitas dilihat dari peningkatan asset dan omset. Semakin tinggi
nilai positif, semakin besar tingkat peningkatannya. Nilai negatif
menunjukkan penurunan jumlah koperasi berkualitas.

Sumber Data Survei atau Audit Kinerja Koperasi
Frekuensi Tahunan

Nama Indikator Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah
Definisi Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah merupakan perbandingan

jumlah unit usaha kecil dan menengah terhadap seluruh unit usaha
pada tahun yang sama. Skala usaha kecil dan menengah didasarkan
pada peraturan PP No. 7 tahun 2021. Dalam RPJMN 2025-2029,
disepakati pendekatan perhitungan proporsi jumlah usaha kecil dan
menengah yang paling representatif dan feasible dari sisi ketersediaan
data tahunan tanpa lag sampai tingkat provinsi adalah menggunakan
data Sakernas melalui pertanyaan status pekerja, omzet (proxy
pendapatan bersih), dan jumlah tenaga kerja.

Rumus
Perhitungan

(Pelaku usaha dengan omzet: 2 < omzet <= 50 miliar dan berstatus
berusaha sendiri atau berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja
keluarga/tidak dibayar atau berusaha dibantu buruh tetap dan
dibayar + Pelaku usaha dengan omzet <= 2 miliar dan berstatus
berusaha dibantu buruh tetap dan dibayar dengan jumlah tenaga
kerja sektor pertanian sebanyak 3-26 orang atau sektor non-
pertanian sebanyak 3-22 orang)/Jumlah total Berusaha

% Kop Berkualitas = Jml Kop RAT, meningkat Asset dan omset x 100%
Jml Total Koperasi



Interpretasi  Nilai Tinggi: Menunjukkan bahwa usaha kecil dan menengah di
provinsi tersebut memiliki peran yang dominan dalam struktur
UMKM.

 Nilai Rendah: Mengindikasikan bahwa sebagian besar UMKM di
provinsi tersebut di dominasi oleh usaha mikro. Hal ini mungkin
menunjukkan ketergantungan ekonomi pada sektor primer.

Sumber Data  Data Sensus Ekonomi
 Survei Usaha Tahunan/Bulanan
 Data Dinas Koperasi dan UKM Provinsi
 Data Kementerian Koperasi dan UKM RI
 Data Kementerian Koperasi RI
 Data Kementerian UMKM RI
 Data Pajak/Perizinan Usaha

Frekuensi Tahunan

Nama Indikator Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi
Definisi Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi adalah ukuran persentase

perubahan total nilai transaksi usaha yang dilakukan oleh seluruh
koperasi dalam suatu wilayah (misalnya, kabupaten/kota, provinsi,
atau nasional) selama periode waktu tertentu (biasanya satu tahun).
Volume usaha mencerminkan total nilai kegiatan ekonomi yang
dilakukan koperasi, yang dapat meliputi pendapatan dari penjualan
barang/jasa, pemberian pinjaman, simpanan anggota, dan transaksi
usaha lainnya. Indikator ini mengindikasikan tingkat ekspansi atau
kontraksi aktivitas ekonomi koperasi secara agregat.

Rumus
Perhitungan

Keterangan :
 Volume Usaha Tahun Ini = nilai atau jumlah volume usaha koperasi

pada tahun yang sedang dihitung.
 Volume Usaha Tahun Lalu = nilai atau jumlah volume usaha

koperasi pada tahun sebelumnya (tahun dasar)
Interpretasi Nilai positif menunjukkan pertumbuhan volume usaha koperasi.

Semakin tinggi nilai positif, semakin besar tingkat pertumbuhannya.
Nilai negatif menunjukkan penurunan volume usaha koperasi
(kontraksi). Semakin rendah nilai negatif, semakin besar tingkat
penurunannya. Nilai nol menunjukkan tidak ada perubahan volume
usaha.

Sumber Data Badan Pusat Statistik (BPS) dan data diolah oleh Dinas Koperasi, UKM
Prov. Sumbar

Frekuensi Tahunan

Nama Indikator Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Pertumbuhan Vol Usaha Koperasi = ( Vol Usaha Kop tahun ini – Vol Usaha Kop Tahun Lalu ) x 100%
Vol Usaha Kop Tahun Lalu



Definisi Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi adalah ukuran
yang menggambarkan proporsi koperasi yang telah melaksanakan
RAT dan dilakukan pengawasan dan/atau pemeriksaan oleh pihak
berwenang (Dinas Koperasi dan UKM) dalam periode waktu tertentu
(biasanya satu tahun).

Rumus
Perhitungan

Keterangan :
 Jumlah Koperasi yang telah RAT yang Diperiksa dan Diawasi =

jumlah koperasi yang telah RAT yang sudah dilakukan pengawasan
dan pemeriksaan selama periode tertentu.

 Jumlah Total Koperasi yang telah RAT = jumlah seluruh koperasi
aktif yang telah RAT yang terdaftar dalam wilayah yang dihitung.

Interpretasi Semakin tinggi nilai, semakin besar proporsi koperasi yang telah RAT
yang telah diawasi dan/atau diperiksa, yang diharapkan berkorelasi
dengan tingkat kepatuhan dan kesehatan koperasi yang lebih baik
secara keseluruhan.

Sumber Data Dinas Koperasi dan UKM Provinsi
Frekuensi Tahunan

Nama Indikator Persentase Koperasi Aktif
Definisi Persentase Koperasi Aktif adalah ukuran yang menggambarkan

proporsi jumlah koperasi yang masih menjalankan kegiatan usaha
dan memenuhi persyaratan keanggotaan serta pelaporan terhadap
jumlah total koperasi yang terdaftar dalam suatu wilayah (misalnya,
kabupaten/kota, provinsi, atau nasional) pada periode waktu tertentu
(biasanya akhir tahun). Indikator ini mencerminkan tingkat vitalitas
dan keberlangsungan organisasi koperasi secara keseluruhan di
suatu wilayah.

Rumus
Perhitungan

Keterangan :
 Jumlah Koperasi yang Aktif = koperasi yang sedang beroperasi

dan menjalankan kegiatan sesuai dengan tujuan dan peraturan
yang berlaku

 Jumlah Total Koperasi = jumlah seluruh koperasi yang terdaftar
dalam wilayah yang dihitung, baik yang aktif maupun yang tidak
aktif.

Interpretasi Semakin tinggi nilai, semakin besar proporsi koperasi yang aktif dan
produktif di suatu wilayah, yang mengindikasikan sektor koperasi
yang lebih sehat dan berpotensi memberikan kontribusi lebih besar
terhadap perekonomian dan kesejahteraan anggota.

Sumber Data Dinas Koperasi dan UKM Provinsi/Kabupaten/Kota
Frekuensi Tahunan

Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi = ( Jumlah Kop yang Diperiksa dan diawasi ) x 100%
Jumlah Total Koperasi yang telah RAT

Persentase Koperasi Aktif = Jumlah Koperasi yang Aktif x 100%
Jumlah Total Koperasi



Nama Indikator Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi
Pelatihan

Definisi Persentase Koperasi yang diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan
adalah ukuran yang menggambarkan tingkat upaya dan sumber
daya yang dialokasikan untuk memfasilitasi pelatihan bagi target
sasaran dalam suatu wilayah (misalnya, kabupaten/kota, provinsi,
atau nasional) selama periode waktu tertentu (biasanya satu
tahun).

Rumus Perhitungan

Keterangan :
 Jumlah Koperasi yang Mendapat Pelatihan = jumlah koperasi

yang telah mengikuti pelatihan atau pembekalan.
 Jumlah koperasi aktif = koperasi yang sedang beroperasi dan

menjalankan kegiatan sesuai dengan tujuan dan peraturan yang
berlaku.

Interpretasi Nilai yang lebih tinggi menunjukkan tingkat dukungan fasilitasi
pelatihan yang lebih baik.

Sumber Data Data Anggaran Pemerintah
Frekuensi Tahunan

Nama Indikator Persentase Peningkatan Koperasi yang Berkualitas
Definisi Persentase Peningkatan Koperasi yang Berkualitas adalah ukuran

yang menggambarkan proporsi peningkatan jumlah koperasi yang
memenuhi kriteria kualitas (Koperasi RAT dengan asset dan omset
meningkat) tertentu dari satu periode waktu ke periode waktu
berikutnya dalam suatu wilayah (misalnya, kabupaten/kota, provinsi,
atau nasional). Indikator ini mencerminkan keberhasilan upaya
pembinaan dan pengembangan koperasi dalam meningkatkan
kualitas organisasi, usaha, dan kontribusinya.

Rumus Perhitungan

Keterangan :
 Jumlah Koperasi Berkualitas Tahun Ini = jumlah koperasi yang

memenuhi standar kualitas yang ditetapkan pada tahun berjalan.
 Jumlah Koperasi Berkualitas Tahun Lalu = jumlah koperasi yang

memenuhi standar kualitas yang ditetapkan pada tahun
sebelumnya.

Interpretasi Nilai positif menunjukkan adanya peningkatan jumlah koperasi yang
berkualitas. Semakin tinggi nilai positif, semakin besar tingkat
peningkatannya. Nilai negatif menunjukkan penurunan jumlah
koperasi berkualitas.

% Peningkatan Kop yang Berkualitas = ( Jml Kop yang Berkualitas Thn ini – Jml Kop yang Berkualitas Thn Lalu) x 100%
Jml Kop yang Berkualitas Thn Lalu

% Koperasi yg Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan = Jml Koprasi yang Mendapatkan Pelatihan x 100%
Jml Koperasi aktif



Sumber Data Survei atau Audit Kinerja Koperasi
Frekuensi Tahunan

Nama Indikator Persentase Peningkatan Usaha Kecil yang sudah memiliki
legalitas usaha

Definisi Persentase Peningkatan Usaha Kecil yang sudah memiliki legalitas
usaha adalah ukuran yang menggambarkan proporsi Usaha Kecil
(UK) yang sebelumnya beroperasi secara informal (tidak memiliki
izin usaha yang sah dan/atau tidak terdaftar secara resmi) dan
kemudian berhasil bertransformasi menjadi formal (memiliki izin
usaha yang sah dan terdaftar secara resmi) dalam periode waktu
tertentu (biasanya satu tahun). Indikator ini mencerminkan
keberhasilan upaya pemerintah dan/atau lembaga terkait dalam
memformalkan sektor UK, yang diharapkan dapat meningkatkan
akses mereka terhadap berbagai layanan dan peluang
pengembangan.

Rumus Perhitungan

Keterangan :
 Jumlah Usaha Kecil memiliki legalitas Tahun Ini = jumlah usaha

kecil yang sudah terdaftar secara resmi dan memenuhi
persyaratan hukum (misalnya memiliki izin usaha, NPWP, PKP,
dsb.) pada tahun ini.

 Jumlah Usaha Kecil memiliki legalitas Tahun Lalu = jumlah usaha
kecil yang sudah terdaftar secara resmi dan memenuhi
persyaratan hukum (misalnya memiliki izin usaha, NPWP, PKP,
dsb.) pada tahun lalu.

Interpretasi Semakin tinggi nilai, semakin besar proporsi UK yang memiliki
legalitas usaha yang berhasil bertransformasi menjadi formal, yang
menunjukkan keberhasilan upaya formalisasi.

Sumber Data Dinas Koperasi dan UKM Provinsi/Kabupaten/Kota
Frekuensi Tahunan

Nama Indikator Pertumbuhan Wirausaha
Definisi Pertumbuhan Wirausaha adalah ukuran persentase perubahan

jumlah wirausahawan atau unit usaha baru yang didirikan oleh
wirausahawan dalam suatu wilayah (misalnya, kabupaten/kota,
provinsi, atau nasional) selama periode waktu tertentu (biasanya
satu tahun). Indikator ini mencerminkan tingkat perkembangan dan
dinamika ekosistem kewirausahaan serta minat dan aktivitas
masyarakat dalam memulai usaha baru.

Rumus Perhitungan

% Peningkatan
Usaha Kecil yang
memiliki legalitas usah = ( Jml UK memiliki legalitas usaha Thn ini – Jml UK memiliki legalitas usaha Thn Lalu) x 100%

Jml UK memiliki legalitas usaha Thn lalu

Pertumbuhan Wirausaha = ( Jml Wirausaha Thn ini – Jml Wirausaha Thn Lalu) x 100%
Jml Wirausaha Thn Lalu



Keterangan :
 Jumlah Wirausaha Tahun Ini = jumlah total wirausaha yang

terdaftar atau tercatat pada tahun ini.
 Jumlah Wirausaha Tahun Lalu = jumlah total wirausaha yang

terdaftar atau tercatat pada tahun sebelumnya
Interpretasi Nilai positif menunjukkan pertumbuhan jumlah wirausahawan/unit

usaha baru. Semakin tinggi nilai positif, semakin besar tingkat
pertumbuhannya. Nilai negatif menunjukkan penurunan jumlah
wirausahawan/unit usaha baru. Nilai nol menunjukkan tidak ada
perubahan.

Sumber Data Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
(BKPM)

Frekuensi Tahunan

Nama Indikator Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor
Definisi Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor adalah ukuran yang

menggambarkan persentase Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
aktif yang secara bersamaan menjalin kemitraan usaha dengan
pihak lain (usaha besar, sesama UKM, koperasi, atau pihak lainnya)
dan melakukan kegiatan ekspor produk/jasa ke pasar internasional
dalam periode waktu tertentu (biasanya satu tahun). Indeks ini
mencerminkan tingkat integrasi UKM dalam rantai nilai yang lebih
luas dan partisipasi mereka dalam perdagangan global.

Rumus Perhitungan

Keterangan :
 Jumlah UKM yang Difasilitas Menjalin Kemitraan dan Ekspor =

jumlah UKM yang terlibat dalam kemitraan dengan perusahaan
besar, pemerintah, atau mitra lainnya serta yang melakukan
kegiatan ekspor.

 Jumlah Total UKM = jumlah keseluruhan UKM yang ada di
wilayah yang dihitung (baik yang menjalankan kemitraan atau
ekspor maupun yang tidak).

Interpretasi Semakin tinggi nilai, semakin besar proporsi UKM aktif yang terlibat
dalam kemitraan dan ekspor secara bersamaan, yang
mengindikasikan tingkat integrasi dan daya saing global yang lebih
tinggi.

Sumber Data Badan Pusat Statistik (BPS)
Frekuensi Tahunan

Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor = Jml UKM yang Menjalin Kemitraan dan Ekspor x 100%
Jml Total UKM



Lampiran 2

Identifikasi Risiko Strategis
Dinas Koperasi, UKM Tahun 2025-2029

No. Tujuan /
Sasaran
Strategis

Indikator
Kinerja

Risiko Sebab C/UC Dampak
Uraian Pemilik Uraian Sumber Uraian Pihak

yang
Terkena

I Tujuan :
Meningkatnya
kontribusi
koperasi dan
UMKM dalam
mendorong
pertumbuhan
ekonomi

1 Sasaran :
Meningkatnya
produktivitas
koperasi

Persentase
koperasi
berkualitas

Tidak efektifnya
pencapaian
tujuan koperasi

Kepala Dinas
Koperasi,
UKM

Kegagalan dalam
mengembangan
usaha serta
melayani anggota
serta

Kepala
Bidang

C Menghambatnya
perkembangan
koperasi
sehingga banyak
koperasi yang
mati suri

Koperasi
dan
anggota
koperasi

Terbatasnya
sumber daya
yang kompeten

Kepala Dinas
Koperasi,
UKM

Kurangnya
pemahaman dan
kompetensi
pengelola dan
pengurus

Kepala
Bidang

C Pengelolaan
koperasi yang
kurang
profesional

Koperasi
dan
anggota
koperasi

Modal usaha
yang rendah

Kepala Dinas
Koperasi,
UKM

Partisipasi dan
kesadaran anggota
yang rendah

Kepala
Bidang

C Koperasi tidak
dapat
mengembangkan

Koperasi
dan
anggota



No. Tujuan /
Sasaran
Strategis

Indikator
Kinerja

Risiko Sebab C/UC Dampak
Uraian Pemilik Uraian Sumber Uraian Pihak

yang
Terkena

sehingga sulit
mengumpulkan
modal dari
simpanan anggota

usahanya koperasi

Kurangnya
inovasi dan
adaptasi
teknologi

Kepala Dinas
Koperasi,

Banyaknya
koperasi yang
menjalankan bisinis
secara
konvensional dan
enggan
meninggalkan cara
kerja yang tidak
kompetitif.

Kepala
Bidang

C Koperasi
tertinggal dan
tidak mampu
berkembang
secara optimal

Koperasi
dan
anggota
koperasi

Rendahnya
transparansi dan
akuntabilitas

Kepala Dinas
Koperasi,

Belum optimalnya
pemanfaatan
system informasi
dalam pengelolaan
koperasi

Kepala
Bidang

C Menghambat
pertumbuhan dan
keberlanjutan
koperasi

Koperasi
dan
anggota
koperasi

Rendahnya
tingkat
kepatuhan
terhadap regulasi

Kepala Dinas
Koperasi

Kurangnya
pengawasan
kepada koperasi

Kepala
Bidang

C Koperasi
mendapatkan
sanksi

Koperasi
dan
anggota
koperasi

Daya saing
Koperasi rendah

Kepala Dinas
Koperasi

Produk dan layanan
yang tidak
kompetitif

Kepala
Bidang

C Koperasi sulit
berkembang

Koperasi
dan
anggota
koperasi



No. Tujuan /
Sasaran
Strategis

Indikator
Kinerja

Risiko Sebab C/UC Dampak
Uraian Pemilik Uraian Sumber Uraian Pihak

yang
Terkena

2 Sasaran :
Meningkatnya
produktivitas
UKM

Proporsi
Usaha Kecil
dan
Menengah
Non
Pertanian
pada Level
Provinsi

Rendahnya
minat untuk
berinovasi, dan
akses teknologi

Kepala Dinas
Koperasi,UKM

Kurangnya talenta
digital dan literasi
teknologi
khususnya pada
kelompok ibu ibu
dan Gen X

Kepala
Bidang

C Produk kurang
berdaya saing

UKM

Keterbatasan akses
ke perangkat dan
pendidikan
teknologI

Kepala
Bidang

C Akses Pasar
terbatas

UKM

Keterbatasan
akses
permodalan

Kepala Dinas
Koperasi,UKM

Laporan keuangan
yang kurang
memadai

Kepala
Bidang

C Rendahnya
tingkat
kepercayaan
Bank Non Bank

UKM

Persyaratan yang
rumit dari lembaga
keuangan

Kepala
Bidang

C Kurangnya minat
umkm

UKM

Kurangnya
keterampilan dan
manajemen
bisnis

Kepala Dinas
Koperasi,UKM

Latar belakang
pendidikan dan
pelatihan bisnis
yang terbatas

Kepala
Bidang

C Mempengaruhi
kinerja dan daya
saing usaha.

UKM

Keterbatasan
akses pasar dan
distribusi

Kepala Dinas
Koperasi,UKM

Kualitas produk
yang rendah

Kepala
Bidang

C Produk kurang
diminati oleh
konsumen

UKM



Lampiran 3

Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian atas Risiko Strategis
Dinas Koperasi, UKM Tahun 2025-2029

No Risiko Pengendalian yang Sudah Ada Rencana Tindak Pengendalian
Pemilik /

Penganggung
Jawab

Target Waktu
Penyelesaian

1 Tidak efektifnya pencapaian
tujuan koperasi

Peningkatan kompetensi SDM
Koperasi melalui bimtek dan
pelatihan

Pembinaan kepada pengurus dan
anggota dalam rangka
meningkatkan pemahaman
perkoperasian dan partisipasi
anggota

Kepala Dinas 2030

2 Terbatasnya sumber daya yang
kompeten

Peningkatan kompetensi SDM
Koperasi melalui bimtek dan
pelatihan

1. Mendorong pengurus Koperasi
untuk melibatkan generasi
muda dalam pengelolaan
Koperasi

2. Melaksanakan bimtek/pelatihan
yang berkelanjutan bagi
pengurus

Kepala Dinas 2030

3 Modal usaha yang rendah Fasilitasi terhadap akses
pembiayaan

1. Meningkatkan fasilitasi bagi
Koperasi untuk mengakses
pembiayaan ke perbankan
maupun non bank

2. Meningkatkan fasilitasi
kerjasama dengan pihak
ketiga (BUMN/D, Swasta,
Koperasi lain, dsg)

Kepala Dinas 2030

4 Kurangnya inovasi dan adaptasi
teknologi

Peningkatan kompetensi SDM
Koperasi melalui bimtek dan
pelatihan

1. Melakukan kerjasama dengan
pihak ketiga untuk
pendampingan inovasi dan
teknologi bagi koperasi.

2. Fasilitasi aplikasi keuangan

Kepala Dinas 2030



No Risiko Pengendalian yang Sudah Ada Rencana Tindak Pengendalian
Pemilik /

Penganggung
Jawab

Target Waktu
Penyelesaian

bagi Koperasi
5 Rendahnya transparansi dan

akuntabilitas
Peningkatan kompetensi SDM
Koperasi melalui bimtek dan
pelatihan

1. Penguatan bagi Pengurus
Koperasi dalam hal
penyusunan laporan
keuangan melalui pelatihan
akuntansi yang intensif

2. Mendorong pengurus koperasi
untuk selalu memberikan
informasi keuangan koperasi
secara berkala kepada
anggota

3. Mendorong koperasi untuk
menyusun laporan keuangan
sesuai regulasi perkoperasian

Kepala Dinas 2030

6 Rendahnya tingkat kepatuhan
terhadap regulasi

Pengawasan terhadap Koperasi 1. Meningkatkan pengawasan
kepada koperasi

2. Melaksanakan sosialisasi
terkait regulasi perkoperasian

Kepala Dinas 2030

7 Daya saing Koperasi rendah Peningkatan kompetensi SDM
Koperasi melalui bimtek dan
pelatihan

1. Mendorong koperasi untuk
mengembangkan produk dan
layanan

2. Mendorong Koperasi
memanfaatkan teknologi
digital

Kepala Dinas 2030

8 Terbatasnya sumber daya yang
kompeten

Peningkatan kapasitas SDM UKM
melalui pelatihan dan bimbingan
teknis

Mengadakan pelatihan dan
bimbingan teknis yang
berkelanjutan

Kepala Dinas 2029

9 Modal usaha yang rendah Peningkatan akses pembiayaan
bagi UMKM melalui Bank dan Non

Mengadakan bimbingan teknis
dan sosialisasi serta kemitraan

Kepala Dinas 2029



No Risiko Pengendalian yang Sudah Ada Rencana Tindak Pengendalian
Pemilik /

Penganggung
Jawab

Target Waktu
Penyelesaian

Bank terkait akses perbankan dan non
perbankan
Pemberian kemudahan berupa
subsidi bunga/margin

Kepala Dinas 2029

10 Kurangnya inovasi dan adaptasi
teknologi

Peningkatan kapasitas SDM UKM
terkait inovasi dan teknologi
melalui pelatihan dan bimbingan
teknis serta pendampingan

Mengadakan pelatihan dan
bimbingan teknis serta
pendampingan terkait inovasi dan
teknologi baik produktivitas
maupun pemasaran

Kepala Dinas 2029

11 Rendahnya transparansi dan
akuntabilitas

Peningkatan kapasitas SDM UKM
terkait penyusunan laporan
keuangan yang baik melalui
pelatihan dan bimbingan teknis
serta pendampingan

Mengadakan pelatihan dan
bimbingan teknis serta
pendampingan terkait penyusunan
laporan keuangan yang baik.

Kepala Dinas 2029


	BAB I
	PENDAHULUAN
	BAB II
	GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN
	ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
	3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah 
	3.2. Strategi dan Arah Kebijakan
	Strategi dan arah kebijakan perangkat daerah merup
	Stretegi urusan koperasi dan UMKM yang dirumuskan 
	Tujuan : Meningkatnya kontribusi koperasi dan UMKM
	Berdasarkan tujuan diatas, maka sasaran yang akan 
	1.Meningktanya produktivitas koperasi, dengan indica
	2.Meningktanya produktivitas UKM, dengan indicator p
	3.Meningktanya akuntabilitas kinerja organisasi, den
	4.Meningktanya kualitas pelayanan organisasi, dengan
	Sasaran Kesatu Meningkatnya produktivitas koperasi
	Strategi :
	1.Penguatan tata Kelola dan partisipasi anggota kope
	2.Meningkatkan pemanfaatan digitalisasi  oleh kopera
	3.Meningkatkan SDM pengurus, pengelola dan anggota k
	4.Perluasan akses pembiayaan koperasi
	5.Peningkatan kemitraan koperasi  untuk membangun ko
	Arah Kebijakan :
	1.Meningkatkan pengawasan  terhadap kelembagaan kope
	2.Penerapan system digital oleh koperasi dalam penge
	3.Melakukan Pendidikan dan pelatihan manajemen, kewi
	4.Membuka peluang kemitraan antara koperasi dengan L
	5.Mendoron koperasi untuk bergerak di sector riil gu
	Sasaran Kedua  Meningktanya produktivitas UKM, den
	Strategi :
	1.Peningkatan  kapasitas SDM UKM
	2.Pemanfaatan teknologi dalam pemasaran produk
	3.Peningkatan inovasi produk untuk memenuhi kebutuha
	4.Perluasan akses pembiayaan bagi UKM
	Arah Kebijakan :
	1.Memberikan pelatihan manajemen bisnis, keterampila
	2.Mendorong UKM dalam pemasaran produk melalui marke
	3.Memfasilitasi sertifikasi produk bagi UMKM seperti
	4.Mendorong UKM dalam memperluas akses pembiayaan me
	Sasaran Ketiga Meningktanya akuntabilitas kinerja 
	Strategi :
	1.Memastikan rencana strategis, rencana kerja, hingg
	2.Menyusun sasaran kinerja yang  berfokus pada dampa
	3.Melakukan pengukuran kinerja yang akurat, dengan i
	Arah Kebijakan :
	1.Meningkatkan budaya kerja yang nyata dan bermanfaa
	2.Efesiensi dan efektifitas dalam anggaran yang dike
	3.Pemanfaatan teknologi dalam pemanatauan kinerja
	Sasaran Keempat Meningktanya kualitas pelayanan or
	Strategi :
	1.Pelaksanaan survey terhadap pelayanan secara berka
	2.Perbaikan prosedur pelayanan
	3.Peningkatan sarana dan prasarana dalam pelayanan
	Arah Kebijakan :
	1.Meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan
	2.Mewujudkan tata Kelola yang baik
	Tabel 3.2 (Tabel T-C.26)
	Matrik Tujuan, Sasaran, serta Strategi dan Arah Ke
	4.Perluasan akses pembiayaan koperasi
	5.Peningkatan kemitraan koperasi  untuk membangun ko
	1.Meningkatkan pengawasan  terhadap kelembagaan kope
	2.Penerapan system digital oleh koperasi dalam penge
	3.Melakukan Pendidikan dan pelatihan manajemen, kewi
	4.Membuka peluang kemitraan antara koperasi dengan L
	1.Peningkatan  kapasitas SDM UKM
	2.Pemanfaatan teknologi dalam pemasaran produk
	3.Peningkatan inovasi produk untuk memenuhi kebutuha
	1.Memberikan pelatihan manajemen bisnis, keterampila
	2.Mendorong UKM dalam pemasaran produk melalui marke
	3.Memfasilitasi sertifikasi produk bagi UMKM seperti
	1.Memastikan rencana strategis, rencana kerja, hingg
	2.Menyusun sasaran kinerja yang  berfokus pada dampa
	3.Melakukan pengukuran kinerja yang akurat, dengan i
	1.Meningkatkan budaya kerja yang nyata dan bermanfaa
	2.Efesiensi dan efektifitas dalam anggaran yang dike
	3.Pemanfaatan teknologi dalam pemanatauan kinerja
	1.Pelaksanaan survey terhadap pelayanan secara berka
	2.Perbaikan prosedur pelayanan
	3.Peningkatan sarana dan prasarana dalam pelayanan
	Tabel 3.3 
	Penahapan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 20
	BAB IV
	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN
	DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
	BAB V
	PENUTUP

